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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki cita-cita kemerdekaan untuk melindungi segenap bangsa dan
tumpah darah Indinesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD
1945. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut perlu dibangun pemerintahan yang berorientasi
kepada kepentingan rakyat dan negara dengan memegang teguh dan menerapkan nilai-nilai
dasar Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi.
Pemerintahan yang baik dapat diwujudkan dengan membangun karakter Aparatur Sipil
Negara (ASN) yang memiliki integritas, professional, berkomitmen, jujur, adil, bebas dari
korupsi, bebas dari intervensi politik serta mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
fungsi Aparatus Sipil Negara (ASN) adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan
publik, serta perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana tercantum dalam pasal 10,
sedangkan ASN sendiri adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai
Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.
Nilai-nilai dasar profesi pegawai ASN juga telah dituangkan dalam pasal 4 Undang-Undang
No.5 Tahun 2014 dimana disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip
nilai dasar, kode etik dan perilaku, komitmen, integritas moral dan tanggung jawab
pelayanan publik.

Dalam rangka membentuk ASN yang profesional dan berkarakter, maka perlu
dilaksanakan pembinaan dan pengembangan kompetensi melalui Pelatihan Dasar Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pelatihan Dasar CPNS merupakan pendidikan dan pelatihan
dalam Masa Parajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas
moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter
kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuan profesionalisme serta
kompetensi bidang sebagaimana tercantum dalam Peraturan LAN No.l1 Tahun 2021 tentang
Pelatihan Dasar CPNS. Dengan mengikuti program Pelatihan Dasar CPNS, diharapkan
CPNS dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme,
Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi) yang dibangun dalam pelatihan tersebut
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menjadi sebuah kebiasaan (habituasi) dan membentuk karakter PNS yang professional

sesual dengan kompetensi bidang tugas masing-masing. Aktualisasi nilai-nilai tersebut

dibentuk dalam sebuah rancangan aktualisasi yang berisikan kegiatan-kegiatan terkait

gagasan dari penyelesaian isu di unit kerja dengan penerapan ANEKA dalam setiap poin
kegiatan yang akan dilakukan.

B. Dasar Hukum

Berikut adalah landasan hukum pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri

Sipil Angkatan V Sekretariat Jenderal DPR RI:

1.
2

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan
Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021
tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016.

C. Tujuan

Tujuan dilakukannya perancangan aktualisasi ini antara lain:

Menerapkan nilai-nilai dasar ASN Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik,
Komitmen Mutu dan Anti Korupsi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan rancangan
aktualisasi yang akan dilaksanakan di Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat
Jenderal DPR RI.

Sebagai syarat kelulusan program Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
Angkatan V di Sekretariat Jenderal DPR RI.



D. Manfaat
Manfaat dari dilakukannya aktualisasi antara lain:

. Mampu menerapkan nilai akuntabilitas sehingga memiliki tanggung jawab dan
integritas dalam melaksanakan tugas dan jabatan.

2. Mampu menerapkan nilai nasionalisme sehingga dapat bekerja atas dasar semangat dan
pengamalan nilai-nilai Pancasila.

3. Memiliki standar etika publik yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan jabatan.

4. Mampu menerapkan nilai-nilai komitmen mutu sehingga dapat mewujudkan pelayanan
prima di lingkungan kerja.

5. Mampu menerapkan nilai-nilai anti korupsi dengan terwujudnya kedisiplinan dan
transparasi dalam pekerjaan.

6. Terwujudnya lingkungan kerja harmonis yang dapat memberikan pelayanan prima
dengan menerapkan nilai-nilai manajemen ASN, pelayanan publik dan Whole of

Government.



BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN

A. Visi dan Misi Unit Kerja

Sckretariat  Jenderal DPR Rl merupakan unsur penunjang DPR, yang
berkedududukan sebagai Kesckretariatan Lembaga yang dalam menjalankan tugas dan
fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI. Sckretariat
Jenderal DPR RI dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, adapun visi dan misinya adalah sebagai
berikut:
Visi : Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Misi : |. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi
DPR RL
2. Melaksanakan tata kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan
bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam
pengambilan keputusan DPR RI.

Bagian Hubungan Masyarakat yang sebelumnya berada di bawah Biro Pemberitaan
Parlemen pada tahun 2021 mengalami restrukturisasi dan bergabung dengan Protokol
menjadi Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat sebagaimana ditetapkan pada Peraturan
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021.
Selanjutnya Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan
dukungan keprotokolan dan kehumasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan Sekretariat Jenderal, serta pengelolaan arsip dan perpustakaan sebagaimana
tercantum pada Paragraf 6 Pasal 165 Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021.

Dalam mclaksanakan tugasnya, Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat
menyelenggarakan fungsi diantaranya penyusunan dan evaluasi rencama, program,
anggaran, dan laporan kinerja di lingkungan Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat,
penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keprotokolan dan kehumasan, serta
pelaksanaan dukungan keprotokolan, kehumasan, pengelolaan museum, arsip dan
perpustakaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal.



B. Struktur Organisasi

Berikut adalah gambaran struktur organisasi Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat
sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021.

Pimpinan DPR
RI
Sekretaris
Jenderal DPR RI
Deputi Bidang
Persidangan
Biro Protokol
dan Hubungan
Masyarakat
| | | |
Bagian
. Kelompok
Bagian Protokol| | Massarmts dan | | Bgian Arsip W Jabatan
Fungsional
Pengelolaan
Museum

Subbagian Informasi
— Publik dan Kunjungan
Masyarakat

Subbagian Promosi,
— Diseminasi dan Edukasi
Publik

Subbagian Pengelolaan
Museum

|—

Kelompok Jabatan
Fungsional

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI



C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta

Pranata Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI berada di bawah Bagian
Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum yang mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan informasi publik dan kunjungan masyarakat ke kompleks Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia, penyaluran delegasi masyarakat, promosi, diseminasi dan
edukasi publik, serta pengelolaan museum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 Peraturan Sekretaris
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Bagian
Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Hubungan Masyarakat dan

Pengelolaan Museum;

o

Penyusunan bahan kegiatan di bidang kehumasan dan pengelolaan museum;
Pelaksanaan pelayanan informasi publik dan kunjungan masyarakat;
Pelaksanaan promosi, diseminasi, dan edukasi publik;

Pembinaan dan pengelolaan kehumasan;

™o B R

Pengelolaan musum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

g. Pelaksanaan tata usaha Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum;
dan

h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Protokol dan

Hubungan Masyarakat.

Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum terdiri atas beberapa
subbagian diantaranya:

a. Subbagian Informasi Publik dan Kunjungan Masyarakat;
b. Subbagian Promosi, Diseminasi, dan Edukasi Publik;

r]

. Subbagian Pengelolaan Museum; dan

=8

. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jabatan Pranata Humas di Sekretariat Jenderal DPR RI pada dasarnya menjalankan
dua fungsi utama yaitu terkait penerangan dan pelayanan informasi publik. Dalam
melaksanakan fungsi penerangan, Humas Setjen DPR RI menjalankan beberapa program
diantaranya Edukasi Parlemen yaitu program penerimaan tamu kunjungan dari kalangan
masyarakat umum, siswa, ataupun mahasiswa sebagai bentuk sosialisasi pemahaman
terkait tugas, fungsi, dan kinerja DPR RI. Selain itu, dalam melaksanakan fungsi
penerangan Humas Setjen DPR RI juga menjalankan program-program lainnya seperti
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Parlemen Remaja, Parlemen Kampus, serta berbagai kegiatan yang dijalankan melalui
media sosial @EdukasiParlemen di Instagram. Parlemen Remaja dan Parlemen Kampus
merupakan program yang ditujukan untuk memberikan edukasi politik sejak dini kepada
para siswa dan mahasiswa melalui simulasi-simulasi sidang dan perancangan undang-
undang layaknya yang dilakukan seorang anggota Dewan DPR RI. Sedangkan pada media
sosial fungsi penerangan dilakukan melalui Instagram Live dengan berbagai sumber
terkait keparlemenan, serta edukasi melalui infografis-infografis yang ditampilkan di
laman Instagram tersebut.

Fungsi kedua yaitu terkait pelayanan informasi publik dimana untuk menjalankan
fungsi tersebut Humas Setjen DPR RI diberi kewenangan untuk mengelola pelayanan
informasi publik melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Humas
Setjen DPR RI mengelola PPID dengan menerima permohonan data informasi yang
dilakukan secara daring melalui website ppid.dpr.go.id, yang nantinya permohonan data
akan diteruskan dengan proses pencarian data di unit kerja terkait hingga data permohonan
diberikan kepada Pemohon secara online melalui website ppid.dpr.go.id.



BAB I11

PENETAPAN ISU PRIORITAS

A. Identifikasi Isu
A.l Belum Adanya Pedoman Standar Pelaksanaan Program Edukasi

Parlemen Virtual oleh Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum
Setjen DPR RI

Edukasi Parlemen adalah program edukasi yang bertujuan untuk
mensosialisasikan peran, tugas, fungsi dan kinerja Dewan serta memberikan edukasi
demokrasi dan keparlemenan kepada masyarakat. Situasi pandemi membuat adanya
perubahan kebiasaan yang memiliki dampak hampir pada semua lini kehidupan
masyarakal. Adanya perubahan kebijakan pemerintah untuk membatasi kegiatan sosial
dalam rangka mengurangi penyebaran virus Covid 19 juga mempengaruhi program
Edukasi Parlemen yang sebelumnya dilaksanakan secara offfine melalui kunjungan
langsung ke Komplek Gedung DPR, kini dilaksanakan secara daring atau online
melalui platform Zoom sehingga kemudian program ini dinamakan Edukasi Parlemen

fidirumahaja.

Gambar 2. Screenshot Peserta pada Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen Virtual



Gambar 3. Screenshot Virtual Touring Museum DPR RI pada Pelaksanaan
Program Edukasi Parlemen Virtual

Suatu program pelayanan publik yang baik tentu memiliki prosedur yang harus
dilakukan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung
wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis
pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-
masing. Namun dalam pelaksanaannya, program Edukasi Parlemen #dirumahaja yang
dilakukan secara daring ini belum memiliki pedoman standar dalam mengatur proses

berjalannya program ini.

Standar Operasional Prosedur (SOP) digunakan sebagai aturan langkah-langkah
dan tata urutan kegiatan yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan atau program.
Dampak dari tidak adanya SOP pada pelaksanaan kegiatan Edukasi Parlemen Virtual
adalah dapat menimbulkan kemungkinan kesalahan pada pelaksanaan, salah satunya
pada tata urutan acara pelaksanaan Edukasi Parlemen Virtual schingga mengakibatkan
program tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu tidak adanya SOP
juga dapat berdampak pada ketidakjelasan waktu pembagian tugas ataupun kewajiban
dalam pelaksanaan program Edukasi Parlemen Virtual sehingga terkadang Pranata
Humas selaku Narasumber mendapat info penugasan secara mendadak. Apabila waktu
pembagian tugas dapat terencana dengan jelas maka manajemen waktu dalam

melaksanakan tugas di program ini ataupun pekerjaan lainnya akan menjadi lebih baik.



Tata laksana terkait urutan acara juga diharapkan dapat menghilangkan
kesalahpahaman pembagian tugas dalam membawakan acara.

Kondisi ini berkaitan dengan nilai Akuntabilitas dimana setiap staf Humas dan
Pengelolaan Museum harus bertanggungjawab melaksanakan tugas dengan tepat sesuai
amanah dan berkaitan dengan Komitmen Mutu dimana setiap Narasumber dan semua
yang bertugas dapat memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat baik itu dari segi
substansi materi maupun teknis penyelenggaraan. Whole of Govemment juga
diwujudkan dalam koordinasi antar subbagian dalam Bagian Humas dan Pengelolaan
Museum karena kini pada program Edukasi Parlemen Virtual tidak hanya Pranata
Humas yang bertugas sebagai Narasumber melainkan para Pamong Budaya juga
bertugas menjadi Narasumber dalam memberikan materi terkait Museum DPR RI.
Secara umum program Edukasi Parlemen diharapkan bisa memberikan dampak yang
baik meskipun terdapat perubahan platform dengan melakukan penerapan manajemen
ASN yang optimal.

A.2 Belum Tercapainya Kepuasan Masyarakat yang Menyeluruh terhadap
PPID Setjen DPR RI

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat PPID Setjen DPR
RI menggunakan aplikasi permohonan pada website ppid.dpr.go.id sebagai pusat data
permohonan, schingga masyarakat diarahkan untuk dapat mengajukan permohonan
informasi publik secara online melalui website. Petugas Front Office layanan informasi
bertugas membantu Pemohon untuk melakukan input data diri pemohon, memverifikasi
data Pemohon serta melakukan input data permohonan ke website ppid.dpr.go.id.
Website PPID Setjen DPR RI ini telah di-redesign dan dilakukan berbagai
pembaharuan pada tahun 2019 dengan harapan memudahkan masyarakat untuk
mengakses pelayanan informasi. Namun berdasarkan hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap PPID Setjen DPR RI pada periode survey | Juni 2020 sampai
dengan 30 November 2020 sesuai dengan PermenPANRB No.14 Tahun 2017, masih
ditemukan respon masyarakat yang menganggap bahwa tampilan website PPID Setjen
DPR RI tidak mudah untuk dioperasikan dalam pengajuan permohonan layanan
informasi. Selain itu terdapat pula respon-respon lain terkait SDM Pelayanan Informasi

dimana terdapat respon masyarakat yang menganggap bahwa SDM tidak cepat dalam



memberikan respon pelayanan informasi, SDM tidak cepat dalam menyelesaikan
permohonan informasi dan juga SDM tidak memberikan data informasi sesuai dengan
permohonan yang diajukan. Adapun beberapa data terkait hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap PPID Setjen DPR RI pada periode survey 1 Juni 2020 sampai
dengan 30 November 2020 sebagai berikut:

Gambar 4. Beberapa hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap PPID Setjen DPR RI pada periode
survey | Juni 2020 sampai dengan 30 November 2020

Berdasarkan data tersebut mayoritas hasil survey kepuasan masyarakat memang
sudah menunjukan hasil yang baik, namun beberapa ketidakpuasan masyarakat menjadi
koreksi dan pekerjaan rumah bagi PPID Setjen DPR RI untuk dapat memberikan
pelayanan publik yang lebih baik lagi karena kepuasan masyarakat sebagai pelanggan
atau penerima layanan merupakan salah satu dari tiga unsur penting dalam pelayanan
publik yang juga harus diutamakan. Pelayanan publik yang baik harus bisa menerapkan
prinsip-prinsip dari pelayanan publik itu sendiri, namun berdasarkan beberapa hal dari
hasil survey kepuasan masyarakat terkait kualitas pelayanan publik, dapat dikatakan
bahwa SDM PPID Setien DPR RI belum sepenuhnya menerapkan prinsip
Kesederhanaan, Kepastian Waktu, Akurasi, Tanggung Jawab, dan Kemudahan Akses
secara optimal dalam memberikan pelayanan publik. Prinsip-prinsip pelayanan publik
harus selalu dipegang teguh terutama bagi SDM PPID Setjen DPR RI yang pada



kesehariannya berhubungan langsung dengan publik dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya sebagai PNS di Bagian Humas.

Kepuasan masyarakat yang belum menyeluruh terhadap PPID Setjen DPR Rl
dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI dalam hal
keterbukaan informasi publik. Selain itu, kepuasan masyarakat yang belum menyeluruh
terkait kualitas pelayanan publik juga dapat berdampak pada hasil monitoring dan
evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat atas kinerja keterbukaan
informasi publik, dimana dalam hal ini Setjen DPR R1 selaku institusi mencita-citakan
predikat “informatif” sebagai perwujudan terciptanya pelayanan publik yang baik dan
prima dari PPID Setjen DPR RI.

Sebagai wujud penerapan nilai-nilai ANEKA dimana seorang ASN dituntut agar
memiliki komitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi publik, maka
PPID Setjen DPR harus melakukan evaluasi terhadap respon yang sudah diterima.
Evaluasi tersebut kemudian perlu ditindaklanjut sebagai bentuk akuntabilitas dan sikap
professional dalam melakukan pekerjaan secara tuntas.

A3 Belum Optimalnya Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik di
PPID Setjen DPR RI

Secara umum waktu yang diperlukan dalam pemenuhan informasi publik masih
dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu jangka waktu
pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat ditambah 7 hari kerja
sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik. Namun pada kenyataan yang terjadi di lapangan, waktu
yang diperlukan untuk memenuhi permohonan bergantung pada ketersediaan data yang
diminta oleh pemohon, dimana data tersebut bisa tersebar di berbagai Unit Kerja yang
ada di Sekretariat Jenderal DPR RI karena tidak semua data tersimpan di Bidang Arsip
Setjen DPR RI. Apabila data yang dimohon masih dalam penguasaan unit kerja pemilik
data maka PPID harus berkoordinasi dengan unit kerja terkait. Proses koordinasi
dengan unit kerja ini memerlukan waktu yang bervariasi, sebagian unit kerja dapat
dengan cepat dan tanggap memenuhi permohonan data namun sebagian unit kerja
lainnya terkadang cukup lama dalam memberikan tanggapan permohonan data. Proses
inilah yang menyebabkan permohonan data informasi baru dapat diselesaikan oleh
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PPID dalam beberapa hari. Data waktu pemenuhan permohonan informasi dapat dilihat
melalui diagram dan tabel berikut:

Waktu Penyelesatan Permohonan
Informasi Publik Tahun 2020

No. | Bulan ' Permohonan — Sedeni Dol l =
! (<10hr  10hr<n<iZhe | >1The

1 | fanuari 167 148 l 14 5
.2- Fn-!bru;li 150 55_ l_ . _51 t:—__?_ ~ |

3 | Maret T 70 7 5
a lapn | m ss | 7 5
[ [mei 9 K 7 [ s |
"6 Juni 94 81 5 s |
ERT e 3 15 |
8  Agustus | 65 29 2 | w |

[ 9 | Seplember 92 B1 20 11
10 | Oktober 76 & 1 1a | 19 |

11 .:m‘tmber . 68 55 1-2 ' 1
12 | Desember ss | a3 | a 6|
I8 _F TotaL | 1052 | 74 | 18 | 129

Tabel 1. Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik di PPID Sekretanat Jenderal DPR RI
Tahun 2020

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak data informasi yang
dipenuhi oleh unit kerja terkait dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu antara 10
hingga 17 hari, bahkan lebih dari 17 hari. Hal tersebut merupakan salah satu indikasi
adanya koordinasi dan kolaborasi yang kurang optimal antara PPID dan berbagai unit
kerja di Setjen DPR RI. Koordinasi dan kolaborasi merupakan inti dari penerapan
Whole of Government dalam kedudukan dan peran PNS di NKRI. Lambatnya proses
pemenuhan pada sebagian permohonan data merupakan wujud dari penerapan WOG
yang kurang optimal.

Salah satu dampak langsung dari waktu pemenuhan permohonan informasi publik
yang belum optimal adalah PPID selaku petugas pelayanan publik tidak dapat
memberikan data kepada Pemohon dalam waktu yang optimal yaitu paling lambat 10
hari kerja. Pemberian data ke Pemohon dalam waktu yang kurang optimal nantinya
akan berdampak pada kepuasan konsumen dimana kepuasan konsumen merupakan
salah satu dari tiga unsur penting dalam pelayanan publik. Lebih jaub lagi, waktu
pemenuhan yang kurang optimal serta kepuasan konsumen yang menurun akan



berdampak pada hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik.
Penguatan koordinasi dan kolaborasi antar pimpinan unit beserta seluruh staf jajarannya
sangat dibutuhkan untuk bisa mewujudkan waktu pemenuhan permohonan informasi
yang optimal.

Isu ini terbentuk karena penerapan whole of government yang belum maksimal.
Perlu digaris bawahi bahwa dalam mencapai poin kepuasan publik yang optimal perlu
dibutuhkan kerja sama dan koordinasi yang prima di setiap lini unit kerja. Ketika
koordinasi yang efektif sudah terbentuk diharapkan output kinerja pun meningkat
sehingga dapat menjaga komitmen mutu yang diberikan kepada publik.

B. Penetapan Isu Prioritas
B.1 Teknik Analisis Isu

Untuk menentukan core issue maka dilakukan dengan teknik Tapisan Isu
menggunakan USG yaitu Urgency, Seriousness, and Growth. Urgency terkait pada
seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Dalam teknik
tapisan ini indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat urgency tersebut adalah
seberapa sering isu tersebut muncul, berkaitan dengan waktu yang tersedia untuk
menyelesaikan isu tersebut. Seriousness terkait pada seberapa serius suatu isu harus
dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dalam teknik tapisan ini
indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat Seriousness tersebut adalah
dampak langsung kepercayaan masyarakat kepada DPR RI terkait pelayanan publik.
Sedangkan Growth terkait pada seberapa besar kemungkinan memburuknya isu
tersebut jika tidak ditangani segera. Dalam teknik tapisan ini indikator yang digunakan
untuk menentukan tingkat growth tersebut adalah apakah isu tersebut terus berulang
sehingga berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi sulit untuk ditangani.



B.2 Pemilihan Isu Prioritas

Matrik Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG

Kriteria | Jumlah
No Isu
U|S |G| Nili

Belum Adanya Pedoman Standar Pelaksanaan Program

I'| Edukasi Parlemen Virtual oleh Bagian Hubungan 21412 8
Masyarakat dan Pengelolaan Museum Setjen DPR RI

2 | Belum Tercapainya Kepuasan Masyarakat yang Menyeluruh | | | 4 | | 6
terhadap PPID Setjen DPR RI

3 | Belum Optimalnya Waktu Pemenuhan Permohonan i |# |2 7
Informasi Publik di PPID Setjen DPR RI

Tabel 2. Matrik Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG

Berdasarkan Analisis USG tersebut di atas, maka isu yang dipilih adalah Belum
Adanya Pedoman Standar Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen Virtual oleh Bagian
Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum Setjen DPR RI.

C. Gagasan Pemecahan Isu

Terkait isu belum adanya pedoman standar pelaksanaan Program Edukasi Parlemen
Virtual oleh Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum Setjen DPR RI maka
solusi atau gagasan pemecahan yang dapat penulis usulkan adalah penyusunan Standar
Operasional Prosedur atau SOP terkait tata laksana program Edukasi Parlemen Virtual.
Adanya SOP diharapkan berguna sebagai dasar penyelenggaraan operasional dari program
Edukasi Parlemen Virtual untuk membantu kegiatan agar dapat berjalan secara efektif dan
efisien sebagaimana mestinya. Gambaran umum SOP Edukasi Parlemen Virtual yang akan
dirancang nantinya akan memuat tiga proses yang ada pada suatu program yaitu
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada perencanaan akan terdapat alur pendaftaran
tamu kunjungan Edukasi Parlemen #dirumahaja, penjadwalan, pelaporan, serta penugasan
narasumber, moderator dan tim pendukung teknis. Pada tahap pelaksanaan akan terdapat
tata urutan acara Program Edukasi Parlemen #dirumahaja, sedangkan pada tahap evaluasi
akan terdapat alur survei evaluasi program Edukasi Parlemen dan pembuatan Laporan
Singkat serta rancangan rekap kegiatan.




A. Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja
Identifikasi Isu

Isu yang Diangkat

Gagasan Pemecahan Isu

BAB IV

RANCANGAN AKTUALISASI

Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum

1. Belum Adanya Pedoman Standar Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen Virtual oleh Bagian Hubungan
Masyarakat dan Pengelolaan Museum Setjen DPR RI
2. Belum Tercapainya Kepuasan Masyarakat yang Menyeluruh terhadap PPID Setjen DPR RI

3. Belum Optimalnya Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik di PPID Setjen DPR RI

Belum Adanya Pedoman Standar Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen Virtual oleh Bagian Hubungan Masyarakat
dan Pengelolaan Museum Setjen DPR RI

Penyusunan Standar Operasional Prosedur atau SOP pelaksanaan program Edukasi Parlemen Virtual

Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

Keterkaitan Substansi Kontribusi Terhadap Penguatan Nilai
No Kegiat Taha il
cgiatan RASEARA Sy b et Has Mata Pelatihan Tusi/Tujuan Organisasi Organisasi
1. 2. 3. 4, o 6. 7.
Melakukan koordinasi Koordinasi dengan unit kerja | Melakukan koordinasi Penyusunan Standar

dengan unit kerja
terkait rancangan

a. Berkonsultasi dengan
Kepala Bagian

a. Informasi terkait
yang harus

merupakan bentuk dari

merupakan bentuk kontribusi

Operasional Prosedur
pelaksanaan program
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Keterkaitan Substansi Kontribusi Terhadap Penguatan Nilai
e SEgm Fakupan Kogiatan, | Quigmc/ Hal Mata Pelatihan Tusi/Tujuan Organisasi |  Organisasi
P 2. L 4. S 6. i
aktualisasi yang akan Hubungan Masyarakat | dipersiapkan penerapan nilai whole of terhadap misi Sekretariat Edukasi Parlemen
dibuat dan Pengelolaan dalam government, dengan adanya | Jenderal DPR RI untuk Virtual merupakan
Museum selaku penyusunan SOP | koordinasi konsep gagasan meningkatkan tata salah satu wujud
Mentor terkait b. Bukti fisik foto | dapat didiskusikan secara administrasi yang penerapan nilai
rancangan aktualisasi kegiatan diskusi | bersama-sama untuk menjaga | professional, andal dan akuntabel serta
b. Berdiskusi dengan dan konsultasi komitmen mutu dari kinerja | akuntabel. meningkatkan nilai
Pranata Humas senior ASN. Selain itu dengan adanya prnfesinnnllitls
terkait rancangan koordinasi, pihak lain akan o mcnjaln.n‘k a
g » P
aktualisasi dan proses tahui setiap tindakan tugas dan I.’ungs_l
P G ponn pelayanan publik.
penyusunan SOP yang akan kita taMm Dibentuknya SOP
sehingga akan menjaga juga akan
akuntabilitas dari setiap meningkatkan
aktivitas yang akan dikerjakan. integritas staf
Berdiskusi dan berkonsultasi Humas dalam
juga dilakukan dengan bahasan menjalankan
dan sikap yang santun dimana program Edukasi
itu merupakan wujud dari Parlemen.
penerapan etika publik dan
juga pengamalan sila ke 4
dalam Pancasila yang
merupakan penerapan dari
nilai nasionalisme.
Telusur alur : ; : Telusur alur adalah upaya Telusur alur merupakan Kegiatan
pelaksanaan program | Berdiskusi dengan 8. Informasi yang dilakukan untuk bentuk kegiatan dalam penelusuran alur
2. | Edukasi Parlemen £ AT Seliion pelaksanaan mendapatkan data-data terkait | berperan serta pada pelaksanaan program

Virtual yang selama
ini dilakukan Bagian

Admin kunjungan
Edukasi Parlemen

program Edukasi
Parlemen Virtual

program Edukasi Parlemen
Virtual yang selama ini

pewujudan misi dari
memperkuat peran keahlian

Edukasi Parlemen
Virtual merupakan
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Keterkaitan Substansi Kontribusi Terhadap Penguatan Nilai
e d - cay e v e Mata Pelatihan Tusi/Tujuan Organisasi | Organisasi
1. 2. 3. 4. S 6. i/
Hubungan Masyarakat terkait alur yang selama ini | dilakukan sehingga informasi | yang professional, andal dan | langkah perwnjudan
dan Pengelolaan pelaksanaan, dilakukan, yang didapatkan bisa menjadi | transparan. nilai akuntabel,
Muscum Setjen DPR | b. Berdiskusi dengan . Informasi terkait | valid sebagai bentuk profesional, dan
RI Pranata Humas senior kekurangan dan | gpuntabilitas. Data yang integritas karena
terkait kekurangan kendala dari alur digunakan menjadi input akan merupakan upaya
dari alur vang sudah yang.sudgh ada. diolah sehingga dapat menjaga awal rrnelakukan
ada, . Bukti fisik foto Romtitusen Tnutt: Thitamn perbaikan dalam
kegiatan diskusi, " et pelaksanaan tugas
telusur alur dilakukan dalam fungsi
b{:bcra‘pu kuordigasi dan ‘ penerangan di
diskusi dengan pihak terkait Hubungan
sebagai bentuk whole of Masyarakat.
government dan
nasionalisme
Menyusun konsep a. Merumuskan tahapan |a. Daftar tahapan Pada saat penyusunan konsep | Penyusunan konsep Kegiatan penyusunan
Standar Operasional proses yang proses yang SOP akan dibuat Lembar merupakan salah satu konsep Standar
3. | Prosedur pelaksanaan diburuhkan namun dibutuhkan Kerja Identifikasi Kegiatan Langkah awal dari rangkaian | Operasional Prosedur
program Edukasi belum dilakukan, namun belum sehingga setiap kegiatan yang | kegiatan ini demi merupakan wujud
Parlemen Virtual b. Membuat LKIK dilakukan. dilakukan dapat dievaluasi mewujudkan Sckretariat dari nilai
(Lembar Kerja . Draft LKIK untuk menerapakan nilai Jenderal DPR yang akuntabilitas dan
Identifikasi Kegiatan) |c. Bukti fisik foto akuntabilitas. LKIK juga professional, dan andal. nilai profesionalitas.
terkait alur kegiatan diskusi | dapat menjadi variabel bagi Karena dengan
pelaksanaan program dan konsultasi ASN untuk menjaga adanya penyusunan
Edukasi Parlemen komitmen mutu dalam konsep, maka proses
Virtual pelaksanaan tugasnya. Dalam kegiatan bisa di

. Melaporkan dan

mengkonsultasikan
LKIK kepada Kabag

menyampaikan draft dan
berkonsultasi kepada Mentor
dan Pranata Humas senior

ferencana dan
terstruktur secara
baik.
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Keterkaitan Substansi Kontribusi Terhadap Penguatan Nilai
No Kegiatan Tahapan Kegiatan | Output/ Hasil Mata Pelatihan Tusi/Tujuan Organisasi Organisasi
1, 2. 3. 4, S 6. 7
s¢laku Mentor dan dilakukan dengan bahasa dan
kepada Pranata Humas sikap yang santun sebagai
senior. perwujudan nilai etika publik.
. Melakukan evaluasi
LKIK berdasarkan
hasil diskusi dan
konsultasi,
Melakukan . Berdiskusi dan a. Undangan Rapat | Dalam setiap tahap dilakukan | Evaluasi merupakan kegiatan | Evaluasi merupakan
penyusunan Standar memberikan LKIK Bagian koordinasi untuk menerapkan | untuk memperkuat peran salah satu aktivitas
Operasional Prosedur yang sudah disusun ke Organisasi dan whole of government yang keahlian yan gprofesonal, untuk menerapakan
4. pelaksanaan program Bagian Ortala N Tata Laksunar baik demi menjaga komitmen | @ndal, transparan, da-.n N nilai akuntabilitas.
E:Elukui Parlemen - Melakukan revisi atas (b, bersama Bagian | poen dari pekerjaan yang akuntabcfl sesuai dari misi Kegiatan ini pun
Virtual LKIK berdasarkan Hubungan Aiban. Bvilias Sekretariat Jenderal DPR RI. | menandakan bahwa
hasil diskusi dan Masyarakat dan & ) S T proses dalam bekerja
evaluasi oleh Bagian Pengelolaan SDETUPIEAR S651 88 Dol menunjukan nilai
Ortala. Museum panerapan nilai ah,'m“hm“"’ profesionalisme dan
. Penyusunan SOP ¢. Draft rancangan | karena dengan begitu output menjaga integritas
berdasarkan LKIK SOP pelaksanaan | dari pekerjaan dapat dinilai dari hasil suatu
yang sudah dibuat. program Edukasi | schingga dapat mengetahui pekerjaan.
. Melaporkan dan Parlemen Virtual | kelebihan dan kekurangan dari

berkonsultasi kepada
Kabag selaku Mentor
terkait rancangan SOP
yang sudah disusun,

. Mendiskusikan

rancangan SOP yang
sudah disusun kepada
seluruh srakeholders
di Bagian Hubungan

d.

c.

Bukti fisik foto
kegiatan diskusi
dan konsultasi
Hasil revisi
rancangan SOP
pelaksanaan
program Edukasi
Parlemen Virtual

output yang sudah dihasilkan
sebagai perbaikan ke depan.
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Keterkaitan Substansi Kontribusi Terhadap Penguatan Nilai
No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil Mata Pelatihan Tusi/Tujuan Organisasi Organiaast
1. 2, 3. 4. 3. 6. T
Masyarakat dan
Pengelolaan Museum.
Melaporkan hasil a. Mendiskusikan a. Rancangan akhir | Mendiskusikan terkait Pelaporan hasil rancangan Melaporkan hasil
rancangan akhir rancangan akhir SOP SOP pelaksanaan | rancangan akhir merupakan akhir dari kegiatan yang pekerjaan merupakan
Standar Operasional dengan Pranata program Edukasi | bentuk kegiatan untuk menjaga | sudah dilakukan merupakan | bentuk penerapan
5. | Prosedur pelaksanaan Humas senior. Parlemen Virtual. | komitmen mutu dari suatu kontribusi yang erat nilai
program Edykas& b. Melaporkan ha_su b. SOP yang sudfah pekerjaan. Koordinasi pun kaitmya terhadap pro!'eslonnlismg d@
Parlemen Virtual rancangan akhir SOP ditandatangani dilakukan untuk menerapakan pcnlpgkataq tata kelola akuntabel. Ha! ini
ke Kabag selaku c. Bukti fisik foto hile aF oaveramal R administrasi yang transparan | mengandung nilai
Mentor. kegiatan diskusi s & : . ... | danakuntabel. tersebut karena hasil
¢. Mendapatkan dan konsultasi nilai transparansi scbagai nilai dari kegiatan dapat
persctujuan Kabag yang terkandung pada dinilai sebagai
selaku Mentor terkait akuntabilitas. bentuk tanggung
SOP pelaksanaan jawab dari
program Edukasi melakukan
Parlemen Virtual yang pekerjaan.
sudah disusun
Penyusunan Laporan | a. Pengumpulan data, Laporan Penyusunan laporan akhir Penyusunan laporan akhir Laporan akhir
Akhir kegiatan bukti pendukung serta | Aktualisasi dilakukan dengan merupakan kegiatan diakhir | merupakan output
Aktualisasi hasil kegiatan mengumpulkan dan menyusun | sebagai Langkah nyata vang didalamnya
b. Menyusun laporan bukti data pendukung serta dalam meningkatkan tata terkandung nilai
kegiatan hasil dari rangkaian kegiatan kelola serta memperkuat akuntabilitas dan
6. yang dapat dipertanggung peran keahlian yang profesionalisme

jawabkan sebagai bentuk nilai
akuntabilitas. Ketika laporan

professional, transparan, dan
akuntabel.

yvang dimana laporan
tersebut dapat

menjadi lengkap dengan data- dipertanggung

data pendukung, laporan jawabkan,

tersebut sudah menerapkan Penyelesaian laporan
nilai komitmen mutu akhir merupakan
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Keterkaitan Substansi Kontribusi Terhadap Penguatan Nilai
No tan Taha atan 0 t / Hasil
i PARREP AR o Mata Pelatihan Tusi/Tujuan Organisasi |  Organisasi
| 2. 3. 4. S 6. 7.

bahwasanya laporan tersebut bentuk komitmen

berisi hasil pemikiran yang dari dalam ASN

ilmiah dan diperkuat dengan untuk menjaga

data. integritas dengan
berkomitmen
menyelesaikan apa
yang sudah diusulkan

dengan maksimal.

Tabel 3. Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS
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B. Jadwal Kegiatan

JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI

Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

No

Kegiatan/
Tahapan Kegiatan

MEI

JUNI

Melakukan koordinasi
dengan unit kerja terkait
rancangan aktualisasi yang
akan dibuat.

Berkonsultasi dengan
Kepala Bagian Hubungan
Masyarakat dan
Pengelolaan Museum
selaku Mentor terkait
rancangan aktualisasi

Berdiskusi dengan Pranata
Humas senior terkait
rancangan aktualisasi dan
proses penyusunan SOP

Telusur alur pelaksanaan
program Edukasi Parlemen
Virtual yang selama ini
dilakukan Bagian
Hubungan Masyarakat dan
Pengelolaan Museum
Setjen DPR RI

Berdiskusi dengan
PPNASN selaku Admin
kunjungan Edukasi
Parlemen terkait alur
pelaksanaan.

Berdiskusi dengan Pranata
Humas senior terkait
kekurangan dari alur yang
sudah ada.

Menyusun konsep Standar
Operasional Prosedur
pelaksanaan program
Edukasi Parlemen Virtual

Merumuskan tahapan
proses yang dibutuhkan
namun belum dilakukan.

Membuat LKIK (Lembar
Kerja Identifikasi Kegiatan)
terkait alur pelaksanaan
program Edukasi Parlemen
Virtual.
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Kegiatan/
Tahapan Kegiatan

JUNI

Melaporkan dan
mengkonsultasikan LKIK
kepada Kabag selaku
Mentor dan kepada
Pranata Humas senior.

Melakukan evaluasi LKIK
berdasarkan hasil diskusi
dan konsultasi.

Melakukan Penyusunan
rancangan SOP
pelaksanaan program
Edukasi Parlemen Virtual

Berdiskusi dan
memberikan LKIK yang
sudah disusun ke Bagian
Ortala.

Melakukan revisi atas LKIK
berdasarkan hasil diskusi
dan evaluasi oleh Bagian
Ortala.

Penyusunan SOP
berdasarkan LKIK yang
sudah dibuat.

Melaporkan dan
berkonsultasi kepada
Kabag selaku Mentor
terkait rancangan SOP
yang sudah disusun.

Mendiskusikan rancangan
SOP yang sudah disusun
kepada seluruh
stakeholders di Bagian
Hubungan Masyarakat dan
Pengelolaan Museum.

Melaporkan hasil
rancangan akhir Standar
Operasional Prosedur
pelaksanaan program
Edukasi Parlemen Virtual

Mendiskusikan rancangan
akhir SOP dengan Pranata
Humas senior.

Melaporkan hasil
rancangan akhir SOP ke
Kabag selaku Mentor.

Mendapatkan persetujuan
Kabag selaku Mentor terkait
SOP pelaksanaan program
Edukasi Parlemen Virtual

yang sudah disusun

23



0 Kegiatan/ MEI JUNI
Tahapan Kegiatan nolm nlm
6 Penyusunan Laporan Akhir

 kegiatan Aktualisasi

Pengumpulan data, bukti
pendukung serta hasil
kegiatan

Menyusun laporan kegiatan

Tabel 4. Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi
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BAB V

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan dari aktualisasi penyusunan SOP
Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen Virtual ini sudah sesuai dengan jadwal yang
direncanakan. Kegiatan satu yaitu melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait
rancangan aktualisasi yang akan dibuat terlaksana pada tanggal 7 dan 11 Mei 2021, sesuai
Jadwal pada rancangan aktualisasi yaitu pada Minggu pertama dan kedua bulan Mei 2021.
Pelaksanaan kegiatan kedua yaitu telusur alur pelaksanaan program Edukasi Parlemen
virtual yang selama ini dilakukan Bagian Humas dan Pengelolaan museum, kedua tahapan
kegiatannya terlaksana pada tanggal 12 Mei 2021 sehingga sesuai dengan matrik jadwal
rencana kegiatan aktualisasi yaitu pada Minggu kedua bulan Mei 2021.

Pelaksanaan kegiatan ketiga yaitu menyusun konsep SOP Pelaksanaan Program
Edukasi Parlemen Virtual terlaksana pada tanggal 12 hingga 19 Mei 2021, sesuai dengan
matrik jadwal rencana kegiatan aktualisasi yaitu pada Minggu kedua dan ketiga bulan Mei
2021. Pelaksanaan kegiatan keempat yaitu melakukan penyusunan rancangan SOP
pelaksanaan program Edukasi Parlemen Virtual terlaksana pada 24, 25 Mei 2021 dan &, 9,
11 Juni 2021. Pada tahapan 1 dan 2 dari kegiatan ketiga pelaksanaannya mundur satu
minggu dibanding rencana kegiatan dikarenakan mengikuti ketersediaan waktu dari
Bagian Ortala untuk berdiskusi secara langsung terkait LKIK yang sudah disusun.

Pelaksanaan kegiatan kelima yaitu melaporkan hasil rancangan akhir SOP
Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen Virtual yaitu pada tanggal 16, 17, 18 dam 21 Juni
2021. Pada kegiatan ini, seluruh tahapan sudah diselesaikan pada tanggal 18 Juni 2021,
hanya saja penandatanganan SOP yang baru dilakukan hari Senin, 21 Juni 2021 karena
berkas fisik Nodin dan SOP dikirim ke Bagian Humas dan Pengelolaan Museum pada
Jumat, 18 Juni 2021 saat sudah melewati jam kerja kantor. Pelaksanaan kegiatan terakhir
yaitu penyusunan laporan akhir kegiatan aktualisasi dilakukan dilakukan pada minggu
ketiga dan keempat bulan Juni 2021 sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.
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B. Penjelasan Tahapan Kegiatan

Pelaksanaan aktualisasi Penyusunan SOP Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen
Virtual dilaksanakan di Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum,
Sekretariat Jenderal DPR RI sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni

2021. Aktualisasi ini merupakan solusi gagasan pemecahan isu terkait isu belum adanya

pedoman standar p laksanaan Program Edukasi Parlemen Virtual oleh Bagian Hubungan
Masyarakat dan Pengelolaan Museum Setjen DPR RI. Adanya SOP diharapkan berguna
sebagai dasar penyelenggaraan operasional dari program Edukasi Parlemen Virtual untuk

membantu kegiatan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana mestinya.

Terdapat 6 tahapan kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan isu utama yaitu:

1.

Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait rancangan aktualisasi yang akan
dibuat

Telusur alur pelaksanaan program Edukasi Parlemen Virtual yang selama ini
dilakukan Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum Setjen DPR
Rl

Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur pelaksanaan program Edukasi
Parlemen Virtual

Melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan program
Edukasi Parlemen Virtual

. Melaporkan hasil rancangan akhir Standar Operasional Prosedur pelaksanaan

program Edukasi Parlemen Virtual
Penyusunan Laporan Akhir kegiatan Aktualisasi

A.1 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 1 : Melakukan Koordinasi dengan Unit Kerja

terkait Rancangan Aktualisasi yang akan Dibuat

Koordinasi dengan unit kerja seperti berkonsultasi dengan Kabag Humas dan

Pengelelolaan Museum serta berdiskusi dengan Pranata Humas senior merupakan

bentuk dari penerapan nilai whole of government. Melalui diskusi-diskusi tersebut
konsep dari kegiatan Aktualisasi yang penulis laksanakan dibicarakan dan disusun
secara bersama-sama untuk menjaga komitmen mutu dari kinerja ASN. Melalui
konsultasi dan diskusi, maka Kabag selaku Mentor juga mengetahui langkah dan
persiapan apa yang penulis lakukan dalam memulai kegiatan-kegiatan aktualisasi
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sehingga transparasi tersebut menjaga akuntabilitas penulis dari setiap aktivitas yang
akan dikerjakan. Berdiskusi dan berkonsultasi juga dilakukan dengan bahasa dan
sikap yang santun dimana itu merupakan wujud dari penerapan etika publik dan juga
pengamalan sila ke 4 dalam Pancasila yang merupakan penerapan dari nilai
nasionalisme. Dalam berdiskusi dengan Pranata Humas senior penulis juga
mengandalkan beberapa Pranata Humas yang memiliki kompetensi dalam hal

penyusunan SOP (Profesional).
Tahapan :

I. Berkonsultasi dengan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan

Museum selaku Mentor terkait rancangan aktualisasi.

Dalam membuat rancangan aktualisasi ini, pada awalnya terdapat beberapa
ide atau gagasan serta masukan dari beberapa Pranata Humas. Namun, berdasarkan
teknik analisis Tapisan Isu dengan mempertimbangkan tingkat urgensi serta
kebutuhan, maka dipilihlah penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen Virtual untuk mendukung penyelenggaran
operasional program Edukasi Parlemen virtual yang sudah berjalan selama lebih

dari satu tahun selama masa pandemi Covid 19.
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Konsultasi dilakukan pada tanggal 7 Mei 2021 di Ruang Kerja Kabag Humas
dan Pengelolaan Museum, Gedung Nusantara Il dengan menggunakan bahasa
yang santun sebagai perwujudan nilai etika publik. Berdasarkan konsultasi ini,
Mentor meminta penulis untuk mempelajari tahapan penyusunan SOP dan
meminta buku panduan penyusunan SOP kepada Bagian Organisasi dan Tata
Laksana (Ortala) untuk kemudian dipelajari (komitmen mutu). Selain hal tersebut,
Beliau juga meminta penulis untuk juga berdiskusi dengan para Pranata Humas
yang sudah berpengalaman dalam menyusun SOP Humas sebelumnya
(Profesional). Dalam konsultasi kali ini, Beliau juga mengingatkan kembali akan
tantangan yang diberikan oleh Penguji pada saat Seminar Rancangan Aktualisasi
yaitu untuk dapat menyelesaikan SOP ini setidaknya sampai ditandatangani oleh
Kepala Biro Protokol dan Humas. Tantangan yang diberikan oleh Penguji
membuat penulis semakin bersemangat untuk dapat menyelesaikan aktualisasi ini
dan dalam pelaksanaanya penulis juga mendapat dukungan penuh dari Atasan,
senior, maupun seluruh staf Bagian Humas dan Pengelolaan Museum. Selain itu,
dengan adanya tantangan tersebut penulis juga segera menyesuaikan timeline serta
tahapan kegiatan dari aktualisasi ini dikarenakan rencana awal dari rancangan
aktualisasi adalah draft final SOP, kini disesuaikan karena output yang diharapkan
dari aktualisasi ini adalah SOP yang sudah ditandatangani (Akuntabilitas).

- Berdiskusi dengan Pranata Humas senior terkait rancangan aktualisasi dan proses
penyusunan SOP

Pada Tahapan kedua dari Kegiatan | ini penulis melakukan diskusi dengan
beberapa Pranata Humas senior terkait rancangan aktualisasi dan bagaimana proses
penyusunan SOP. Diskusi dan koordinasi ini selain sebagai bentuk penerapan
whole of government dan komitmen mutu, juga merupakan bentuk pengamalan
sila ke 4 Pancasila yang merupakan bentuk penerapan dari nilai nasionalisme,
Walaupun berdiskusi dengan senior yang mungkin umurnya tidak terpaut terlalu
Jauh dengan penulis, namun tetap dilakukan dengan Bahasa dan tutur kata yang
santun sebagai perwujudan nilai etika publik.
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Gambar 6. Diskusi dengan Pranata Humas (Zoel Arief Iskandar) — 11 Mei 2021

P e B TR SA

Gambar 7. Catatan tangan hasil diskusi dengan Pranalta Humas — 8 Mei 2021 (kiri)
Gambar 8. Contoh format form LKIK dari Bagian Ortala - 8 Mei 2021 (kanan)

Diskusi pertama dilakukan dengan Sdr. Zoel Arief Iskandar selaku Pranata
Humas Ahli Pertama di Bagian Humas dan Pengelolaan Museum. Dalam diskusi
ini penulis mengutarakan rencana aktualisasi yang akan dilaksanakan dan SOP apa
yang akan disusun, serta memohon bantuan serta bimbingan kepada Sdr. Zoel Arief
Iskandar selaku senior yang memiliki pengalaman lebih di bidang kehumasan
termasuk dalam penyusunan SOP di bidang Humas (Profesional). Beliau dengan
apik dan detail memberikan penerangan berupa konsep terkait apa saja yang harus

dipersiapkan dalam menyusun SOP dan menjelaskan bahwa pada SOP vang dibuat
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harus jelas siapa mengerjakan apa. Hal tersebut sejalan dengan apa yang
disampaikan oleh Penguji pada saat Seminar Rancangan Aktualisasi, bahkan
Penguji juga menambahkan bahwa SOP harus menggambarkan alur prosedur yang
benar untuk diterapkan dan dibiasakan dalam menjalankan sebuah kegiatan, bukan
membenarkan alur sudah biasa dilakukan lalu menuangkannya ke dalam SOP.
Selain itu, Sdr. Zoel Arief Iskandar juga meminta untuk penulis segera menyusun
LKIK (Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan) sebagai langkah awal dari penyusunan
SOP. Beliau juga memberikan format form LKIK dari Bagian Ortala untuk bisa
penulis pelajari dan ikuti sesuai format tersebut (komitmen mutu).

Selain berdiskusi dengan Sdr. Zoel Arief Iskandar, penulis juga berdiskusi
dengan Sdri. Leidena Sekar Negari Pranata Humas di Bagian Humas dan
Pengelolaan Museum untuk mencari informasi tambahan terkait langkah-langkah
apa yang harus dipersiapkan dalam menyusun SOP. Diskusi dilakukan tidak secara
langsung melainkan melalui media pesan singkat aplikasi Whatsapp dikarenakan
yang bersangkutan sedang tidak sehat sehingga tidak dapat hadir di kantor untuk
bisa dimintai diskusi secara langsung. Meskipun diskusi dilakukan melalui pesan
singkat, namun Beliau memberikan gambaran langkah-langkah yang detail
sehingga dapat dimengerti oleh penulis dan dapat disinkronisasikan dengan apa
yang sudah disampaikan oleh Sdr. Zoel Arief Iskandar. Berikut screenshot pesan
singkat antara penulis dengan Sdri. Leidena Sekar Negari.

il INOOSATOOREDOD LTE 22.33 ol REE ol BDOSATOOREDOD LT 334 Ll LS
{2 Uf Ka Dena DPR Humas ¢ 28 \-—’ Ka Dena DPR Humas

Benerr kok cm lebih ke gini sih dek Jd step'a nanti :

—_— e e —

1. Bikin LKIK

LKIK PARLEMEN KAMPUS, REMALA 2. Bakin kotak2 alur
DAN BAKOHUMAS docx 3. Diskusi nternal
4, Pengajuan ortala
5. Korelksi dan revis:?

6. Pengesahan

You

Nah ini nanti akan dimasukan seperti
yang diatas

Gambar 9. Screencapture pesan singkat hasil diskusi dengan Pranata Humas senior (Leidena Sckar
Negari) - 11 Mei 2021
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A.2 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 2 : Telusur Alur Pelaksanaan Program
Edukasi Parlemen Virtual yang Selama Ini Dilakukan Bagian Humas dan
Pengelolaan Museum Setjen DPR RL

Dalam tahap kegiatan telusur alur ini, penulis melakukan diskusi untuk
mendapatkan data-data terkait langkah-langkah pelaksanaan program Edukasi
Parlemen Virtual yang selama ini dilakukan sehingga informasi yang didapatkan
menjadi valid dan dapat dipercaya sebagai bentuk akuntabilitas, Diskusi-diskusi
yang dilakukan baik itu dengan PPNASN Analis Permohonan Informasi maupun
dengan Pranata Humas dilakukan dengan Bahasa yang santun dan baik sebagai
perwujudan nilai etika publik walaupun diskusi dilakukan secara informal. Data yang
digunakan menjadi input untuk diolah dan dituangkan ke dalam LKIK (komitmen
mutu). Koordinasi dan diskusi dalam kegiatan telusur alur juga merupakan bentuk
whole of government dan nasionalisme. Selain itu, telusur alur dilakukan untuk
dapat merumuskan kekurangan dan melakukan perbaikan dari alur yang sudah ada
sebagaimana tujuan aktualisasi ini untuk menjadi solusi dari isu yang ada (integritas).

Tahapan :

I. Berdiskusi dengan PPNASN selaku Admin Kunjungan Edukasi Parlemen terkait
alur pelaksanaan.

Tahapan kegiatan selanjutnya yaitu berdiskusi terkait alur pelaksanaan yang
sudah berjalan dengan salah satu PPNASN yaitu Sdr. Djaka Putra Dwijaya, Analis
Permohonan Informasi selaku admin program kunjungan Edukasi Parlemen.
Dalam diskusi ini, Sdr. Djaka Putra Dwijaya menjelaskan secara detail terkait
tahapan demi tahapan serta proses dalam pelaksanaan program Edukasi Parlemen
secara virtual (akuntabilitas). Mulai dari tahap pendaftaran, pelaksanaan, hingga
ke pasca kegiatan dan pengiriman merchandise / plakat kepada para instansi tamu
kunjungan. Diskusi dilakukan secara tatap muka langsung di kantor pada tanggal
12 Mei 2021 di Ruang Humas dan Pengelolaan Museum, Gedung Nusantara 11
dan dengan menggunakan bahasa yang baik dan santun (etika publik). Pada
diskusi ini, Sdr. Djaka Putra Dwijaya juga menambahkan bahwa pada
pelaksanaannya selama ini, Beliau selaku admin kegiatan tidak pernah memberikan
laporan kegiatan secara utuh ataupun rekap dari kegiatan kunjungan secara berkala.
Ini menjadi catatan khusus bagi penulis untuk menuangkan proses evaluasi berupa
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pelaporan kegiatan secara berkala ke dalam butir kegiatan di SOP. Diskusi dengan
Sdr. Djaka Putra Dwijaya ini merupakan hal penting dalam pelaksanaan aktualisasi
karena dari telusur alur inilah penulis dapat mengembangkan diskusi-diskusi
selanjutnya untuk merumuskan alur yang tepat dalam penyusunan SOP. Berikut

catatan tangan dari alur pelaksanaan program Edukasi Parlemen Virtual.

Gambar 10. Catatan tangan hasil diskusi bersama Sdr. Djaka Putra Dwijaya terkait alur
pelaksanaan Edukasi Parlemen Virtual — 12 Mei 2021

Berdiskusi dengan Pranata Humas senior terkait kekurangan dari alur yang sudah
ada.

Setelah mendapatkan alur pelaksanaan yang sedang berjalan dari Program
Edukasi Parlemen Virtual, penulis menyampaikannya kepada salah satu Pranata
Humas senior yaitu Sdr. Zoel Arief Iskandar, S.1.Kom., M.A. untuk mendiskusikan

apa yang harus diperbaiki dari alur tersebut (integritas).

Gambar 11. Diskusi dengan Pranata Humas (Zoel Anef Iskandar) - 12 Mei 2021
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Setelah menelaah bersama-sama, melalui diskusi ini penulis dan Sdr, Zoel
Arief Iskandar, S.1.Kom., M.A. menemukan beberapa hal penting yang dapat
menjadi perbaikan (akuntabilitas). Salah satunya adalah, pada alur pelaksanaan
yang sedang berjalan, Admin program Edukasi Parlemen memberikan konfirmasi
Jadwal terlebih dahulu ke instansi pemohon kunjungan untuk kemudian dilaporkan
ke Kasubbag Promosi, Diseminasi dan Edukasi Publik (PDEP). Hal tersebut dirasa
kurang tepat karena konfirmasi dilakukan sebelum dilakukan pengecekan jadwal
kegiatan Humas secara keseluruhan pada Minggu atau Bulan terkait, Hal tersebut
menyebabkan sering terjadinya reschedule karena Pranata Humas selaku
Narasumber juga terlibat dalam pekerjaan atau kegiatan Kehumasan lainnya yang
Juga penting. Oleh karenanya, perlu mencantumkan langkah pengecekan kegiatan
Humas secara keseluruhan terlebih dahulu ke Kasubbag PDEP sebelum
memberikan konfirmasi penjadwalan kepada instansi pemohon kunjungan.

A.3 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 3 : Menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur pelaksanaan Program Edukasi Parlemen Virtual

Pada saat penyusunan konsep SOP, langkah pertama yang dilakukan adalah
membuat Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan (LKIK) sehingga setiap butir kegiatan
yang dilakukan pada program Edukasi Parlemen Virtual dapat dievaluasi untuk
menerapakan nilai akuntabilitas. Penyusunan LKIK sesuai format dan prosedur yang
sudah ditentukan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana juga merupakan variabel
bagi penulis untuk menjaga komitmen mutu dalam pelaksanaan aktualisasi. Dalam
menyampaikan draft dan berkonsultasi kepada Mentor dan Pranata Humas senior
dilakukan dengan bahasa dan sikap yang santun sebagai perwujudan nilai etika
publik. Semua tahapan kegiatan penulis lakukan dengan maksimal tanpa membuang
waktu sebagai perwujudan nilai anti korupsi. Diskusi dalam penyusunan LKIK
dengan Pranata Humas senior, konsultasi dengan Kabag selaku Mentor serta
koordinasi dengan Bagian Ortala terkait format baru LKIK juga merupakan

perwujudan nilai whole of government.
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Tahapan :

I. Merumuskan tahapan proses yang dibutuhkan namun belum dilakukan.
Pada tahapan kali ini, penulis berusaha menyusun dan merumuskan tahapan-

tahapan dalam proses pelaksanaan program Edukasi Parlemen virtual yang
dibutuhkan namun masih belum dilakukan. Perumusan tahapan ini berdasarkan
hasil diskusi dalam kegiatan telusur alur sebelumnya, dimana penulis merumuskan

tahapan yang dibutuhkan untuk mengakomodir kekurangan dari alur yang sudah
ada. Langkah awal yang penulis lakukan adalah dengan membuat identifikasi
tahapan dari proses yang sudah ada, agar lebih mudah mencamtumkan rumusan
dari tahapan perbaikan atau yang dibutuhkan namun belum dilakukan.
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Gambar 12. Identifikasi Langkah Edukasi Parlemén Virtual — 12 Mei 2021
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Gambar 13. Calatan tangan rumusan proses Edukasi Parlemen Virtual - 12 Mei 2021




2. Membuat LKIK (Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan) terkait alur pelaksanaan
program Edukasi Parlemen Virtual.

Setelah merumuskan tahapan-tahapan proses pelaksanaan program Edukasi
Parlemen virtual, selanjutnya penulis menuangkan tahapan tersebut ke dalam
bentuk form LKIK dari Bagian Ortala. Dalam membuat LKIK ini, penulis dibantu
oleh Sdr. Zoel Arief Iskandar, S.I.LKom., M.A. untuk menyusun kata-kata yang
efisien serta menentukan mutu baku dari masing-masing tahapan proses.
Pembuatan LKIK dilakukan di Ruang Rapat Bagian Humas dan Pengelolaan
Museum, Gedung Nusantara 1l pada tanggal 14 Mei 2021.

Gambar 14. Diskusi penyusunan LKIK Edukasi Parlemen virtual dengan Pranata Humas (Zoel
Ariel Iskandar) — 14 Mei 2021
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Gambar 15. Screencapture LKIK pelaksanaan program Edukasi Parlemen Virtual — 14 Mei 2021
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3. Melaporkan dan mengkonsultasikan LKIK kepada Kabag selaku Mentor dan
kepada Pranata Humas Senior.

Setelah membuat LKIK pelaksanaan program Edukasi Parlemen Virtual,
penulis melaporkan dan mengkonsultasikan hasil LKIK tersebut kepada Kabag
Humas dan Pengelolaan Museum selaku Mentor. Dalam konsultasi kali ini, penulis
menceritakan proses pembuatan LKIK ini dari mulai telusur alur dari proses
Edukasi Parlemen Virtual yang sedang berjalan dengan Sdr. Djaka Putra Dwijaya,
sampai ke diskusi identifikasi langkah yang dibutuhkan dan penuangan dalam
LKIK dengan Sdr. Zoel Arief Iskandar, S.1.Kom., M.A. Mentor juga menanyakan
apakah sejauh ini ada kendala atau tidak dan apakah seluruh staf Bagian Humas
dan Pengelolaan Museum memberikan dukungan serta membantu pelaksanaan dari
aktualisasi ini. Penulis menyampaikan bahwa sejauh ini hingga ke tahap
pembuatan LKIK tidak ada kendala dan semua staf Bagian Humas dan Pengelolaan
Museum memberikan dukungan serta bantuan dan juga dengan ikhlas berbagi ilmu
kepada penulis agar penulis dapat melaksanakan aktualisasi ini dengan baik dan
lancar.

Gambar 16. Foto melaporkan dan mengkonsultasikan LKIK kepada Mentor — 17 Mei 2021
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Gambar 17, Scan LKIK yang sudah diperiksa oleh Mentor — 17 Mei 2021

Pada kegiatan konsultasi ini secara keseluruhan Mentor mengatakan bahwa
butir-butir tahapan kegiatan yang tertuang di LKIK sudah baik dan sesuai, hanya
saja butuh penyesuaian kembali untuk waktu pada mutu baku. Misalnya saja seperti
butir kegiatan membuat konsep surat jawaban pada LKIK tertulis waktu | jam, hal
tersebut dapat dipertimbangkan kembali mengingat kegiatan pembuatan konsep
surat dapat dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 1 jam. Selain itu Mentor juga
meminta penulis untuk merapikan kembali penulisan nomor pada kolom mutu
baku.

. Melakukan evaluasi LKIK berdasarkan hasil diskusi dan konsultasi.

Pada tahapan kegiatan ini penulis sudah mulai berkomunikasi secara
informal dengan Bagian Ortala melalui Sdr. Beny Rahbandiyosa Sabri selaku
Kepala Subbagian Tata Laksana Bagian Ortala dan Sdr. Dimas Reza Prakasita
selaku Analis Tata Laksana. Dalam komunikasi tahap awal ini, penulis
menginformasikan bahwa penulis akan menyusun SOP Pelaksanaan Program
Edukasi Parlemen Virtual dalam rangka kegiatan Aktualisasi Latsar CPNS serta
memohon bantuan dan dukungan dari Bagian Ortala untuk pelaksanaan dari
aktualisasi ini kedepannya.
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Gambar 18. Screen capture komunikasi awal penulis dengan Bagian Ortala

Selanjutnya, Sdr. Dimas Reza Prakasita ditunjuk sebagai PIC (peaple in
charge) dari pihak Ortala untuk kedepannya berkomunikasi secara intens dengan
penulis terkait penyusunan SOP Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen Virtual.
Sdr. Dimas Reza Prakasita sendiri merupakan CPNS dari Bagian Ortala yang juga
sedang melakukan aktualisasi yaitu membuat LKIK 2.0. Oleh sebab itu, Bagian
Ortala meminta penulis untuk terlebih dahulu merevisi LKIK yang sudah dibuat
dan menyesuaikan dengan LKIK 2.0 yang merupakan LKIK versi terbaru dari
bagian Ortala. Melalui arahan tersebut, penulis kemudian melakukan revisi LKIK
ke format baru, sekaligus memperbaiki sesuai dengan poin-poin revisi yang telah
diberikan Mentor pada tahapan kegiatan sebelumnya yaitu terkait detail waktu
dalam mutu baku serta kerapihan penulisan penomoran mutu baku.
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Gambar 19, Format LKIK 2.0 dari Bagian Ortala — 19 Mei 2021
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Gambar 20. Revisi LKIK mengikuti Format LKIK 2.0 dari Bagian Ortala - 19 Mei 2021

Gambar 21. Berkonsultasi dengan Coach terkait pelaksanaan aktualisasi — 19 Mei 2021

Pada tanggal 19 Mei 2021 penulis dan rekan-rekan lain sesama CPNS juga
melakukan konsultasi dengan Sdr. Muhammad Hagqiki Noviar selaku Coach di Ruang
Kerja Pusdiklat. Konsultasi dilakukan untuk mendapatkan saran dan masukan terkait
apa saja yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan aktualisasi, serta paparan
perkembangan ataupun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan aktualisasi.
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A.4 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 4 : Melakukan penyusunan Standar
Operasional Prosedur pelaksanaan program Edukasi Parlemen Virtual.

Pada pelaksanaan kegiatan penyusunan SOP Pelaksanaan Edukasi Parlemen
Virtual ini penulis banyak melakukan berbagai koordinasi dan diskusi baik itu secara
internal di Bagian Humas dan Pengelolaan Museum maupun dengan Bagian Ortala,
hal ini merupakan wujud penerapan whole of government yang baik demi menjaga
komitmen mutu dari pekerjaan atau aktualisasi yang dilakukan. Diskusi dilakukan
dengan sikap Bahasa yang santun baik itu dalam forum diskusi formal maupun
informal sebagai wujud penerapan etika publik. Revisi merupakan salah satu bentuk
tanggung jawab penulis dalam melakukan perbaikan atas output pekerjaan, hal ini
merupakan penerapan nilai akuntabilitas.

Tahapan :

|. Berdiskusi dan memberikan LKIK yang sudah disusun ke Bagian Ontala.

Dalam tahapan kegiatan ini, penulis sudah mulai berdiskusi secara tatap
muka langsung dengan Bagian Ortala. Diskusi dilakukan bersama Sdr. Beny
Rahbandiyosa Sabri selaku Kepala Subbagian Tata Laksana dan Sdr. Dimas Reza
Prakasita selaku Analis Tata Laksana Bagian Organisasi dan Tata Laksana di
Ruang Kerja Bagian Ortala, Gedung Setjen Lantai 5 tanggal 24 Mei 2021 (whole
of government). Terkait LKIK yang sudah dibuat, Sdr. Beny Rahbandiyosa Sabri
menelaah kembali butir demi butir kegiatan serta memeriksa apakah butir kegiatan
yang dilakukan masing-masing jabatan sudah sesuai dengan Analisa Jabatan
Bagian Humas 2020 dan Analisa Jabatan Bagian Arsip dan Museum 2020
(komitmen mutu). Selain itu, Beliau juga memberikan beberapa poin yang perlu
menjadi perhatian dalam LKIK Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen secara
virtual, diantaranya seperti memasukkan SOP Pelayanan Kunjungan Museum pada
keterangan salah satu butir kegiatan serta untuk tidak memasukkan PPNASN
ataupun Admin Edukasi Parlemen dalam LKIK karena keduanya bukan merupakan
jabatan dan tidak tercantum dalam Analisa Jabatan. Beliau juga menyampaikan
bahwa segala sesuatu yang tertuang di SOP harus sesuai dengan Analisa Jabatan
dan Analisa Beban Kerja yang berlaku.
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Gambar 22. Berdiskusi dan menyerahkan LKIK Edukasi Parlemen virtual yang sudah disusun ke
Bagian Ortala - 24 Mei 2021

=

Gambar 23. LKIK Edukasi Parlemen virtual yang sudah diperiksa Bagian Ortala — 24 Mei 2021

2. Melakukan revisi atas LKIK berdasarkan hasil diskusi dan evaluasi oleh Bagian
Ortala.
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Setelah LKIK ditelaah oleh Bagian Ortala pada diskusi tanggal 24 Mei 2021,
langkah selanjutnya adalah penulis melakukan revisi atas LKIK berdasarkan
catatan-catatan dan arahan hasil diskusi tersebut. Dalam melakukan revisi, Kabag
Humas dan Pengelolaan Museum selaku Mentor meminta penulis untuk juga
berdiskusi dan meminta arahan dari Sdr. Wiryawan Narendro Putro selaku
Kasubbag PIP di Bagian Humas dan Pengelolaan Museum (whole of
government). Melalui diskusi singkat antara penulis dengan Sdr. Wiryawan

Narendro Putro, Beliau menyampaikan untuk tetap mengikuti jabatan sesuai
Analisa Jabatan yang berlaku dan apabila nanti dikeluarkan Analisa Jabatan baru
maka seluruh SOP akan disesuaikan kembali, hal tersebut sejalan dengan apa yang
dikatakan oleh Sdr. Beny Rahbandiyosa Sabri.
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Gambar 25. LKIK Edukasi Parlemen virtual yang sudah direvisi — 25 Mei 2021
3. Penyusunan SOP berdasarkan LKIK yang sudah dibuat.

Setelah LKIK direvisi sesuai dengan arahan Bagian Ortala, maka tahap selanjutnya
yang penulis lakukan adalah menyerahkan LKIK final untuk memulai penyusunan
SOP. Dalam hal ini penulis berkomunikasi secara intens dengan Sdr. Dimas Reza
Prakasita baik melalui media pesan singkat dan juga telepon untuk berdiskusi
terkait SOP yang sedang disusun. Sdr. Dimas Reza Prakasita sendin adalah sosok
yang ramah dan informatif sehingga komunikasi dengan penulis sejauh ini lancar
dan tanpa ada kendala apapun dan ini merupakan wujud dari penerapan nilai etika
publik. Di tengah kesibukan Bagian Ortala, Sdr. Dimas Reza Prakasita mampu
membantu secara maksimal hingga penyusunan SOP selesai dan siap untuk
disahkan. Selama proses penyusunan SOP ini, penulis banyak bertanya dan
meminta penjelasan terkait alur, panah ataupun gambar atau simbol yang ada di
dalam SOP Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen Virtual dan Sdr. Dimas Reza
Prakasita selalu memberikan penjelasan yang detail dan mudah dimengerti oleh

penulis.

Gambar 26, Berdiskusi dengan Sdr. Dimas Reza Prakasita di Bagian Ortala — 8 Juni 2021

4. Melaporkan dan berkonsultasi kepada Kabag selaku Mentor terkait rancangan SOP
yang sudah dibuat.
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Setelah SOP Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen Virtual sudah selesai dibuat,
langkah selanjutnya adalah penulis melaporkan dan berkonsultasi kepada Kabag
selaku Mentor terkait rancangan SOP yang sudah dibuat. Pada pelaksanaannya,
penulis hanya melaporkan dan tidak melakukan konsultasi lagi dengan Mentor
dikarenakan Bagian Ortala sudah mengirim Surat Undangan Rapat Koordinasi
untuk bersama-sama dengan Bagian Humas dan Pengelolaan Museum membahas
SOP yang sedang disusun sehingga nantinya diskusi akan dilakukan dalam forum
rapat bersama seluruh stakeholders. Hal ini dikarenakan SOP Bagian Humas dan
Pengelolaan Museum yang sedang disusun oleh Bagian Ortala tidak hanya SOP
Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen yang merupakan aktualisasi penulis,
melainkan juga terdapat 6 SOP Humas lainnya yang juga disusun dalam waktu
bersamaan dengan aktualisasi penulis. Dalam hal ini penulis sekali lagi merasa
bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Bagian Ortala yang dapat dengan
cepat menyelesaikan semua SOP tanpa sedikitpun mengurangi dukungan dan
bantuannya dalam proses pelaksanaan aktualisasi penulis. Rabu, 9 Mei 2021
Bagian Ortala mengirimkan berkas fisik draft semua SOP Bagian Humas dan
Pengelolaan Museum yang sedang disusun berserta Surat Undangan untuk rapat
hari Jumat, 11 Mei 2021, sedangkan semua file soficopy dikirimkan kepada
penulis. Setelah menerima file SOP dan undangan tersebut, penulis segera
menginformasikan hal tersebut kepada Kabag selaku Mentor.
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Gambar 27. Screenshol pesan singkat pelaporan rancangan SOP yang sudah dibuat ke Kabag
selaku Mentor - 9 Juni 2021
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Gambar 28. Scan Undangan Rapat pembahasan SOP dari Bagian Ortala — 9 Juni 2021

5. Mendiskusikan rancangan SOP yang sudah disusun kepada seluruh stakeholders di
Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum.

Tahapan kegiatan selanjutnya adalah mendiskusikan rancangan SOP yang
disusun kepada seluruh stakeholders di Bagian Hubungan Masyarakat dan
Pengelolaan Museum melalui forum rapat diskusi yang diselenggarakan oleh
Bagian Ortala pada hari Jumat, 11 Mei 2021 pukul 13.00. Pada rapat ini
direncanakan akan membahas 7 SOP Bagian Humas dan Pengelolaan Museum
termasuk SOP Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen Virtual yang sedang
disusun oleh Ortala. Namun, pada hari tersebut Bagian Humas dan Pengelolaan
Museum baru saja mendapat kabar bahwa salah satu staf mendapatkan hasil tes
positif Covid 19, sedangkan pada Rabu, 9 Juni 2021 Bagian Humas dan
Pengelolaan Museum menyelenggarakan Seminar Tematik Bakohumas yang mana
pada pelaksanaannya dihadiri secara langsung oleh seluruh jajaran pegawai Bagian
Humas dan Pengelolaan Museum sehingga kemungkinan terjadi kontak fisik
dengan staf yang positif Covid 19 cukup tinggi. Oleh sebab itu, Sdr. Beny
Rahbandiyosa Sabri selaku Kepala Subbagian Tata Laksana Bagian Ortala
memutuskan untuk tidak membahas semua SOP tersebut secara menyeluruh
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melainkan hanya membahas 2 SOP diantaranya adalah SOP Pelaksanaan Program
Edukasi Parlemen Virtual, demi menjaga psikis seluruh staf Bagian Humas dan
Pengelolaan Museum dan mempersilahkan staf Humas untuk mengikuti tes swab

yang diadakan hari itu juga.

(Gambar 29. Screenshot Rapat dengan Bagian Ortala — 11 Juni 2021

Berdasarkan diskusi dengan rapat tersebut, seluruh stakeholders sudah
memahami dan menyetujui butir-butir kegiatan yang tercantum pada SOP
Pelaksanaan Program Edukasi Virtual ini. Hanya saja ditekankan kembali bahwa
Jika nanti jabatan Analis Permohonan Informasi sudah terdapat di Analisis Jabatan
Bagian Humas dan Pengelolaan Museum, maka pelaku-pelaku pada butir kegiatan
akan disesuaikan kembali. Hal tersebut juga berlaku untuk SOP Bagian Humas dan

Pengelolaan Museum lainnya.
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A.S Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 5 : Melaporkan hasil rancangan akhir Standar

Operasional Prosedur pelaksanaan program Edukasi Parlemen Virtual

Mendiskusikan rancangan akhir SOP dengan Pranata Humas merupakan bentuk
kegiatan untuk menjaga komitmen mutu dari suatu pekerjaan atau aktualisasi yang
penulis laksanakan. Pelaporan hasil kerja dan diskusi itu sendiri merupakan bentuk
penerapan whole of government dan transparansi sebagai nilai yang terkandung pada
akuntabilitas. Diskusi dan pelaporan dilakukan dengan bahasa yang santun, baik itu
diskusi secara langsung ataupun pelaporan melalui media pesan singkat kepada Kabag
Humas dan Pengelolaan Museum sebagai perwujudan nilai etika publik.
Penyelesaian SOP Pelaksanaan Edukasi Parlemen Virtual ini juga merupakan bentuk
pencrapan nilai integritas penulis karena penulis berusaha konsisten untuk bisa

menyelesaikan aktualisasi sebagaimana telah direncanakan.

Tahapan :

I. Mendiskusikan rancangan akhir SOP dengan Pranata Humas senior.

Tahapan kegiatan selanjutnya yaitu mendiskusikan rancangan akhir SOP
dengan Pranata Humas Senior. Setelah melakukan diskusi dengan seluruh
stakeholders pada rapat dengan Bagian Ortala Jumat, 11 Juni 2021, maka Bagian
Ortala mengirimkan kembali draft dari SOP Pelaksanaan Program Edukasi
Parlemen dan meminta penulis untuk membantu mengisikan kolom Dasar Hukum
dan Keterkaitan yang ada di SOP Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen. Untuk
itu penulis kembali berdiskusi dengan Pranata Humas senior untuk
memperlihatkan hasil akhir rancangan SOP serta meminta arahan Dasar Hukum
mana yang perlu dan tidak perlu untuk dicantumkan dalam SOP tersebut. Diskusi
dilaksanakan di Ruang Kerja Bagian Humas dan Pengelolaan Museum dengan Sdr.
Zoel Arief Iskandar pada Rabu, 16 Juni 2021.
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Gambar 31. Screenshot Dasar Hukum SOP Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen Virtual
- 17 Juni 2021

2. Melaporkan hasil rancangan akhir SOP ke Kabag selaku Mentor.

Tahapan kegiatan selanjutnya adalah melaporkan hasil rancangan akhir SOP
ke Kabag Humas dan Pengelolaan Museum selaku Mentor. Namun, sebelum
melaporkan hasil rancangan akhir SOP, pada tahapan kegiatan sebelumnya
dijelaskan bahwa penulis diminta untuk menambahkan Dasar Hukum dan
Keterkaitan yang ada di SOP Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen. Hal tersebut

sudah dilaksanakan dan dikirimkan kepada Bagian Ortala pada tanggal 17 Mei
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2021. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Jumat pagi tanggal 18 Mei 2021 penulis
melakukan diskusi melalui platform Zoom dengan Sdr. Dimas Reza Prakasita.

Gambar 33, Screenshot Dasar Hukum yang sudah direvisi — 18 Juni 2021

Menurut Sdr. Dimas Reza Prakasita berdasarkan diskusi internalnya dengan
Bagian Ortala, Dasar Hukum SOP Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen Virtual
yangd diajukan penulis jumlahnya terlalu banyak. Oleh karena itu Bagian Ortala
menyederhanakan kembali menjadi hanya 3 Dasar Hukum yang tercantum dalam
SOP tersebut. Untuk hal lain seperti Keterkaitan, Kualifikasi Pelaksana dan lainnya
sudah sesuai dan tidak ada perubahan.

Jumat sore tanggal 18 Juni 2021, Bagian Ortala melalui Sdr. Dimas Reza
Prakasita mengirimkan berkas fisik Nota Dinas untuk penandatanganan SOP oleh
Kepala Biro Protokol dan Humas, beserta dokumen draft final dari SOP
Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen Virtual beserta seluruh SOP Bagian
Humas dan Pelaksanaan Museum lainnya. File soficopy dari seluruh berkas
tersebut juga dikirimkan kepada penulis schingga penulis dapat melaporkannya

langsung kepada Kabag selaku Mentor melalui pesan singkat (akuntabilitas).
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Dalam hal ini penulis melaporkan ke Mentor melalui media pesan singkat tidak
bisa tatap muka secara langsung dikarenakan penulis masih dalam tahap isolasi
mandin karena kontak erat pada Senin, 14 Juni 2021 dengan salah satu pegawai

Bagian Humas dan Pengelolaan Museum yang juga positif Covid 19.
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Gambar 35. Screenshot pelaporan hasil rancangan akhir SOP ke Mentor — 18 Juni 2021
Mendapatkan persetujuan Kabag selaku Mentor terkait SOP pelaksanaan program
Edukasi Parlemen Virtual yang sudah disusun.

Setelah tahapan kegiatan melaporkan hasil rancangan akhir SOP ke Kabag
selaku Mentor, penulis meminta persetujuan Mentor terkait SOP Pelaksanaan
Program Edukasi Parlemen Virtual yang sudah disusun untuk selanjutnya
ditandatangani Kepala Biro Protokol dan Humas yaitu Dr. Suratna, M.Si apabila

sudah tidak ada revisi. Penulis meminta persetujuan Mentor melalui pesan singkat
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dikarenakan penulis masih dalam kondisi isolasi mandiri setelah kontak erat
dengan Positif Covid 19. Melalui pesan singkat tersebut Mentor menyetujui untuk
memproses penandatanganan oleh Kepala Biro Protokol dan Humas pada Senin,
21 Mei 2021. Lalu pada Senin, 21 Mei 2021 SOP Pelaksanaan Program Edukasi
Parlemen Virtual bersama SOP Humas lainnya ditandatangani oleh Kepala Biro
Protokol dan Humas. Dalam proses penandatanganan ini penulis tidak bisa ikut
serta dan meminta foto sebagai bentuk evidence karena penulis baru selesai
melakukan isolasi mandiri namun hasil Swab PCR belum keluar sehingga belum

disarankan bertemu dengan orang lain.
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Gambar 36. Screenshot Persetujuan Mentor terkait SOP Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen
Virtual - 18 Juni 2021

Gambar 37. SOP Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen Virtual yang sudah
ditandatangani Kepala Biro Protokol dan Humas — 21 Juni 2021

A.6 Pelaksanaan Tahapan Kegiatan 6 : Penyusunan Laporan Akhir kegiatan

Aktualisasi

Penyusunan laporan akhir dilakukan dengan mengumpulkan dan menyusun
bukti data pendukung serta hasil dari rangkaian kegiatan yang dapat dipertanggung
Jawabkan sebagai bentuk nilai akuntabilitas. Ketika laporan menjadi lengkap dengan
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data-data pendukung, laporan tersebut sudah menerapkan nilai komitmen mutu
bahwasanya laporan ini berisi hasil pemikiran yang ilmiah dan diperkuat dengan data.
Pada proses penyusunan laporan ini juga penulis berkonsultasi dengan Kabag Humas
dan Pengelolaan Museum selaki Mentor dan dengan Coach yang dilakukan dengan
bahasa dan sikap yang santun sebagai perwujudan nilai etika publik.

Tahapan :

1. Pengumpulan data, bukti pendukung serta hasil kegiatan.

Pada tahapan ini penulis melakukan pengumpulan data, bukti pendukung
serta hasil kegiatan yang mana sudah penulis lakukan pendokumentasian tersebut
dari awal kegiatan hingga selesainya penyusunan SOP Pelaksanaan Edukasi
Parlemen Virtual, baik dalam bentuk digital yang tersimpan di perangkat Laptop
pribadi penulis maupun yang berbentuk dokumen fisik.
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Gambar 38. Foto dan screenshot pengumpulan data dan bukti pendukung kegiatan — 21 Juni 2021

2. Menyusun laporan kegiatan.
Tahapan kegiatan ini merupakan akhir dari aktualisasi yang penulis lakukan.
Setelah seluruh data dan bukti pendukung telah dikumpulkan, penulis mulai

menyusun laporan kegiatan, utamanya Bab V terkait pelaksanaan aktualisasi. Pada
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proses penyusunan laporan kegiatan ini, Selasa 22 Juni 2021 penulis sudah
mendapatkan hasil PCR negatif sehingga dapat pergi ke kantor untuk bertemu
langsung dengan Kabag Humas dan Pengelolaan Museum selaku Mentor dan
berkonsultasi mengenai penyusunan laporan ini. Pada sesi konsultasi tersebut,
Mentor mengingatkan bahwa ada beberapa hal yang jangan sampai terlewat untuk
dikemukakan dalam narasi laporan. Salah satunya seperti tantangan yang diberikan
oleh penguji, serta dukungan dari seluruh atasan, senior dan staf Bagian Humas
dan Pelaksanaan Museum dalam kegiatan aktualisasi ini. Beliau juga memberikan
semangat dan dukungan penuh, serta mengajak penulis dan rekan CPNS lain di
Bagian Humas dan Pengelolaan Museum untuk bersama-sama melakukan latihan
presentasi terlebih dahulu sebelum melakukan Seminar Laporan Aktualisasi

nantinya pada Jumat, 25 Juni 2021.

Gambar 39. Konsultasi penyusunan laporan kegiatan dengan Mentor — 22 Juni 2021

Selain berkonsultasi dengan Mentor, di hari yang sama penulis juga berkonsultasi
dengan Coach yaitu Muhammad Haqiki Noviar, S.P.,, M.M. di Ruang Kerja
Pusdiklat. Coach menanyakan progress penyusunan laporan serta memberi arahan
terkait poin-poin apa saja yang harus tercantum pada penjelasan pelaksanaan
kegiatan. Selain itu Cocah juga meminta untuk mempersiapkan testimoni terkait

pelaksanaan aktualisasi ini.
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Gambar 40. Konsultasi penyusunan laporan kegiatan dengan Coach — 22 Juni 2021

(. Stakeholder

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Standar Operasional Prosedur
Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen Virtual diantaranya adalah Kepala Bagian
Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum selaku atasan sekaligus Mentor penulis
dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi ini, lalu seluruh Kepala Subbagian di Bagian
Humas dan Pengelolaan Museum dan Pranata Humas senior yang turut serta membimbing
dan memberi masukan terkait gagasan dan proses pelaksanaan dari gagasan tersebut, serta
staf PPNASN selaku Analis Permohonan Informasi yang bertugas menjadi Admin dan
pelaksana program Edukasi Parlemen. Pihak eksternal dari Bagian Humas dan Pengelolaan
Museum yang terlibat dalam proses penyusunan SOP Pelaksanaan Program Edukasi
Parlemen Virtual adalah Bagian Organisasi dan Tata Laksana yang membantu, memberi

masukan serta menyusun SOP Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen Virtual.

D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

Kendala yang dihadapi penulis saat melakukan aktualisasi adalah adanya kebijakan
pembatasan karyawan hadir di kantor dalam bekerja terkait pencegahan virus Covid 19 yang
mana hal ini mengurangi kesempatan diskusi bersama secara langsung dan intensif. Namun
hal tersebut dapat ditanggulangi dengan melakukan diskusi bersama melalui platform Zoom

ataupun komunikasi intensif melalui pesan singkat aplikasi Whatsapp. Selain itu, pada saat
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waktu aktualisasi Penulis mendapatkan penugasan lain dar atasan di unit kerja, namun
ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dapat ditanggulangi dengan melakukan manajemen
waktu yang baik dalam melaksanakan tugas harian dengan membuat daftar to Do List
sebagaimana penulis lakukan sehari-hari, sehingga semua dapat berjalan sesuai tenggat
waktu yang ditentukan. Kendala lain yang dialami dalam menyusun SOP adalah penulis
menemui kendala terkait komponen yang ada dalam SOP karena penulis belum pernah
membuat SOP sebelumnya. Hal tersebut ditanggulangi dengan secara aktif bertanya dan
berdiskusi dengan Pranata Humas senior yang sebelumnya sudah pernah menyusun
beberapa SOP Humas, serta berkomunikasi secara baik dan intens dengan pihak Bagian
Ortala sehingga penulis dapat leluasa dan tidak sungkan bertanya tentang hal-hal yang
belum dimengerti. Selain kendala-kendala tersebut, di akhir pelaksanaan kegiatan
aktualisasi penulis diharuskan melakukan isolasi mandiri selama hampir satu minggu karena
melakukan kontak erat dengan pegawai yang terinfeksi virus Covid 19. Dengan begitu,
terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat penulis lakukan secara langsung. Namun, hal
tersebut dapat disiasati dengan berkoordinasi dengan Atasan dan staf Bagian Humas dan
Pengelolaan Museum yang hadir fisik di kantor sehingga penyelesaian kegiatan penyusunan
SOP dapat terlaksana dengan lancar.

Analisis Dampak

Salah satu dampak pelaksanaan aktualisasi penyusunan SOP Pelaksanaan Program
Edukasi Parlemen Virtual adalah penyelenggaraan operasional program Edukasi Parlemen
Virtual akan menjadi terstruktur dan sistematis karena segala tata laksana sudah tercantum
dalam pedoman. Hal tersebut dapat berdampak pada manajemen waktu pembagian tugas
Narasumber dimana Pranata Humas selaku Narasumber kedepannya tidak lagi diberi
informasi jadwal secara mendadak. Manajemen waktu yang baik merupakan hal penting
dalam menciptakan kualitas kinerja yang maksimal.

Selanjutnya, dampak lain pelaksanaan aktualisasi penyusunan SOP pembagian tugas
dan tanggung jawab para staf dalam pelaksanaan akan semakin optimal dan juga
menghindari kesalahan tata urutan acara karena sudah tercantum di pedoman. Adanya SOP
Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen Virtual juga dapat menjadi sebuah oediman bagi
staf baru yang akan menjalankan program Edukasi Parlemen Virtual apabila kedepannya
terdapat mutasi jabatan.
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BAB V1

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dari kegiatan aktualisasi penyusunan
Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen Virtual yang telah
dilaksanakan penulis:

1. Dari enam kegiatan aktualisasi yang telah direncanakan, semua kegiatan berhasil
dilaksanakan.

2. SOP Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen Virtual ini diharapkan dapat
mendukung pelaksanaan operasional Program Edukasi Parlemen Virtual sehingga
kegiatan tersebut dapat berjalan lebih baik.

3. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi merupakan internalisasi nilai-nilai dasar
ANEKA vaitu: Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan
Anti Korupsi. Habituasi nilai-nilai ANEKA yang teraktualisasi dalam enam
kegiatan diharapkan menjawab dan menjadi solusi dari isu yang ada yaitu belum
adanya pedoman standar pelaksanaan program Edukasi Parlemen Virtual oleh
Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum Setjen DPR RI

B. SARAN

Pelaksanaan program Edukasi Parlemen secara virtual kedepannya diharapkan
mengikuti pedoman yang telah dibuat yaitu SOP Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen
Virtual. Dengan mengikuti pedoman yang ada diharapkan program Edukasi Parlemen
Virtual dapat berjalan lebih optimal serta efektif dan efisien sebagaimana mestinya.
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Nota Dinas Permohonan Tanda Tangan SOP dari Bagian Organisasi dan Tata
Laksana

SEKRETARIAT JENDERAL
7 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONES!A

i JENDERAL GATOT SURROTO JASLARTA KODE POS 1007
Tolp (021} ST15340 Fax (021) 5708470 P 57170 Webste  winw 3; g0 o

HIRO ORGANISASI DAN PERENCANAAN

NOTA DINAS

NOMOR | ¥ ' 1OT 03 DA062021
¥ih Kopala Bagian Hubungan Masyacakat dan Pangelolaan Museum
Dan Kapala Bagian Organisas don Tats Laksana
Hal Permohonan Tanda Tangan SOP
Tanggal L Jum 2021
Bersama int ki sampakan [ (lun) Deal Standie Olperasongl

Prosedur sebagamisna leramps

Apatuin hdak ada Koreks: mohon Danduan Sautara ok mertibenk o
paral dan meneruskan Dral Standar Opes dseonal Prosadur domaksud sapais
Kepala Birg Protokal dan Humas untuk daga ditandatangan

Demipan atas perhatian dan bantulan Saudara, wanmh ucapean leama

kash

Kopala Bagian
Organisasi dan Tata Laksana,

[

Kokd Surya Dhrma, A K.SJ_!_{&A_
NIP. (9730722 199803 1 001
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3. Surat Undangan Rapat Pembahasan SOP dengan Bagian Ortala

" SEKRETARIAT JENDERAL

i on

—~ ‘ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

L irriad. TELP (021} 5715248 FAX IGZ1) 5715423/ 5715 825 WEBSITE _www.dpr go id
Nomor OTr AU ISETIEN DPR RUOT 03 D002

Sifan Peniting

Lampian 6 Baikas

Hal Undangan Rapat

Yth.

Kepala Bagian Humas dan Museum

JAKARTA

Dengan i kami sampakan bahwa dalam rangka Penyusuran
Standar Operasonal Prasedur (S0P di lingkungan Baglan Hubungan
Masvarakat dan Museum Sekretanal Jenderal DPR Rl (Draf SOP
terlampr ). kam mengundang Saudara uniux hadir pada Rapat secara
fsiwivirtual yang akan dilaksanakan

Har’ Tanggal Jumat. 11 Jum 2021
Waktu 13:30 - Selesai (Didahului Makan Siang)
Tempal Ruang Rapat Bagian Oriala Lantai 5 atau Hadir

secara vinual (Meelting ID: 960 4843 2426 dan
Password SOP2021)

Acara Pembahasan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Bagian Humas dan Museum

Mengingal pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan
kehadirtan Saudara alau menugaskan pejabat/ pegawai yang sesua
dengan bidang pembahasan dimaksud.

Demikian kami sampakan atas perhatian dan xerjasamanya
wami ucapkan lenma kasih

Kepala Bagian Organisasi
dan Tata Laksana,

\} 5
alDharma, A. Si. .4
NIP.|197307221998031001 rl



4. Nota Dinas Permintaan Penyusunan SOP dari Bagian Humas dan Pengelolaan Museum

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JUN JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KOOE POS 10271
TELP. (02115715 349 FAX, 102 1) 5715 421 1 5715 425, WEHSITE  waw dir noid

Yih

Dan

Hal
Tanggal

NOTA DINAS

NOMOR :247/BP .02/06/2021

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Kepala Bagian Humas dan Pengelolaan Museum
Pemuntaan Penyusunan S0P

8 Jum 2021

Bersama inl kami sampaikan dengan hidrmat bahwa. Bagan Humas
dan Pengelolaan Museum sedang melakukan pamukiahian  dan
penyusunan baru Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk kegatan
Pelayanan Informasi Publik dan Pelayanan Tamu Edukasi tanun 2021

Adapun pemuktahiran dan penyusunan baru SOP yang sedang
disusun adalah sebagai benkut
1. SOP Pendokumeniasian DIK;
SOP Pendckumentasian Informaai,
SOP Penetapan DIP,
SOP Uj Konsekuensi,
SOP Pelaksanaan Program Edukas: Parlemen Virtual

Mo LN

Sehubungan dengan hal tersebut. mohon kiranya bantuan Saudara
untuk dapat mendukung pemuktahiran dan penyusunan baru hingoa
penetapan SOP sebagaimana dimaksud

Demikian_ alas perhatiannya kami ucapkan tenma kasih

Kepala Bagian Humas
dan Pengelolaan Museum,

NIP. 196506201993022001



5. LKIK SOP Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen Virtual

‘ NO | KEGIATAN

| 1. Pengadministrasi Umum
menerima Surat
Permohonan Kunjungan
Edukasi Parlemen dari
Pemohon dan
menyampaikan Surat
Permohonan Kunjungan
kepada Pranata Humas
Terampil.

| Pranata Humas Terampil

menganalisis Surat
Permohonan Kunjungan
dan melaporkan kepada
Kepala Subbagian
Promosi, Diseminasi dan
Edukasi Publik (Kasubbag
PDEP).

2. | Kasubbag PDEP
menjadwalkan sesuai
ketersediaan jadwal di
Bagian Hubungan
Masyarakat dan

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN (LKIK 2.0)
SOP PELAKSANAAN PROGRAM EDUKASI PARLEMEN VIRTUAL

MUTU BAKU

1.Kelengkapan :
Surat Permohonan

2. Waktu : 10 menit

3. 0urput :
Tersampaikannya
dokumen Surat
Permohonan
Kunjungan

[ Kulrr@k.“:p:ln :

Surat Permohonan
. Waktu : 15 menit
3, OQutput:
Tersampaikannya
informasi dan
dokumen Surat
Permohonan
Kunjungan
1. Kelengkapan :
- Surat
Permohonan;
- Kekap Jadwal

[ ¥ ]

Kegiatan Bagian

Hubungan

KETERANGAN

Pranata Humas
Terampil selaku
Admin program
Kunjungan
Edukasi
Parlemen

PERATURAN
TERKAIT

%
(.

| A
Klik gambar untuk
Persekjen 14
Tahun 2016
tentang Pedoman

{  Penyusan SQP AP

di Lingkungan
Setjen DPR Ri

ANALISA
JABATAN

(2020)

=3

Klik gambar
untuk ANJAB
Bagian
HUMAS 2020

b

Klik gambar
untuk ANJAB
Hagian Arsip
dan Museum
2020

ANALISA |
BEBAN
KERJA

(2020)

Klik
gambar
untuk ABK
2020
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3

" | Setelah disepakati tanggal

Pengelolaan Museum, dan |
memerintahkan Pranata
Humas Terampil untuk
mengonfirmasikan jadwal
kepada Pemohon.

pelaksanaan, Kasubbag
PDEF memerintahkan
Pranata Humas Terampil
untuk membuat konsep
surat jawaban.

Masyarakat dan |

Pengelolaan
Museum.
2. Waktu : 10 menit
3. Output ;
Jadwal
Pelaksanaan
1. Kelengkapan :
- Surat
Permohonan;
- Jadwal
Pelaksanaan.
2. Waktu : 15 menit
3. Output :
Konsep Surat

. lawaban

- 4. Kasubbag PDEP

| s,

‘ Kepala Bagian Hubungan

mengoreksi konsep surat
jawaban dan
menyampaikan kepada
Kepala Bagian Hubungan
Masyarakat dan

| Pengelolaan Museum

untuk ditandatangani

Masyarakat dan
Pengelolaan Museum
menandatangani surag
jawaban serta
mendisposisikan kepada;

1. Kelengkapan :
- Konsep Surat
Jawaban;
- Surat
Permohonan.
2. Waktu : 1 jam
3. Output :
Net Surat Jawaban

1. Kelengkapan :
- Net Surat
Jawaban;
- Surat
Permohonan;
= Lembar
Disposisi.

H
1




| L Résuhbag PDEP | 2. Waktu :15 menit

untuk 3. Output :
mengkoordinasikan - iﬁﬁhﬂ:?m
| alann . g
(netsurat jwahan, |~ Dsposis
* Kegiatan,
lampiran surat
‘ permohonan dan
lembar disposisi.
| 2 Kepala Subbagian
Pengelolaan Museum
untuk menunjuk
Pejabat Fungsional
Pamong Budaya
untuk memandu tur
| virtual Museum DPR
RL
Kasubbag PDEP 1. Kelengkapan: N
memerintahkan Pranata = Surat Jawaban;
Humas Terampil untuk - Link
menvampaikan surat pelaksanaan
Virtual Meeting
jawaban kepada Pemohon Room
berikut link kegiatan, 2. Waktu : 10 menit
| 3. Output :
Informasi
. | Pelaksanaan
. | Kasubbag PDEP 1. Kelengkapan :
| menentukan Narasumber, - Informasi
Moderator, dan Tim Pelaksanaan;
Pendukung Teknis serta - Lembar
menyampaikan disposisi Disposisi.




kepada Pejabat | 2. Waktu ; 30 menit

Fungsional Pranata 3. Output :
Hubungan Masyarakat : _':_":‘:;“31“"
Ugas;
yang bertugas - Disposisi.
' 8. | Kepala Subbagian 1. Kelengkapan :
Pengelolaan Museum - Jadwal
menyampaikan disposisi E:latsa“""m
: = Lembar
kfpada Pameong Budaya Disposisi: Sesual SOP
yang bertugas. = Link Layanan
pelaksanaan Kunjungan
Virtual Meeting | Museum
Room
2, Waktu : 30 menit
[ 3. Output :
S . Disposisi
B, PELAKSANAAN
Kasubbag PDEP ' L. Kelengkapan : Informasi o
| memerintahkan Tim Matrik Penugasan | pendukung
Pendukung Teknis untuk § :ﬁkm; :1jam kfaii:al; yaitu: 1
. o - Dutput : . n resens
I ooz iUt s Duki:mwrt 2 [nslr:ksi
' 2. Mehkukan M"t_e dan Pembagian Tugas pengajuan
Unmute pada virtual pertanyaan
1. meeting room 3. Link Tur
b, Melakukan Admit Virtual [
peserta yang masuk Museum DPR
ke virtual meeting Ri
oo 4, l:il‘lk sltujve'y
c. Melakukan Spotlight s

pembicara di virtual




meeting room pada Edukasi
| saat pelaksanaan Parlemen
acara
d. Melakukan sesi |
' dokumentasi dan
membagikan
informasi pendukung
kegiatan pada kolom '
pesan di virtewal
| meeting room
e. Membuat Laporan
I Singkat kegiatan |
Seluruh tim memeriksa 1. Kelengkapan : - PIC dan '
| persiapan kegiatan, - Tim Pendukung Pemberi '
Teknis; Sambutan dari I ‘
- Pihak-pihak pihak Instansi
yang terlibat. di Admit pada
| 2. Waktu : 30 menit virtual zoom ‘
' 3. Output : meeting 15
Briefing Persiapan sebelum
| 2. Kegiatan acara; '
- Seluruh
peserta di
| Admit pada
virtual zoom
| meeting tepat
pada waktu
acara dimulai
| , (09.00 W1B) _ | S
Moderator membuka L I{Eiengkapam: |
© acara Edukasi Parlemen = Sk
. Moderator;




| Virtual dan memandu | - Materi
jalannya acara dengan Narasumber;
susunan acara sehagai + Link Tur Virtual
berticur: Eltlseum DPR |
a. Pembukaan oleh - Link sitrvey
Moderator Evaluasi |
h. Samhbutan pihak Program
Instansi Edukasi
c. Sambutan Bagian Parlemen.
Hubungan 2. Waktu: 3 jam
| Masyarakat dan 13 L'.Iu:-znt :ran
Pengelolaan Museum s".f;i‘m / | |
d. Penyampaian Materi Notulensi;
oleh Narasumber - Hasil survey |
e. Sesi Tanya Jawab I Evaluasi
£, Tur Virtual Museum | :‘.ld:t:li:'?sli“ |
DPR Rl'oleh Pamon
Budaya 8 Parlemen.
- - Screenshot | [
g Mengisi Survey dokumentasi.
Evaluasi Program |
Edukasi Parlemen
h. Foto bersama
i.  Penutupanoleh
Moderator
' C.  PASCA KEGIATAN
Kepala Bagian Hubungan 1. Kelengkapan:
Masyarakat dan - Laporan
Pengelolaan Museum Singkat;
4 . - Hasil survey |
| memerintahkan Kasubbag | Evaluasi -




PDEP, Knsubbag
Pengelolaan Museum,
Pranata Hubungan
Masyarakat, Pamong
Budaya dan Tim
Pendukung Teknis untuk
menyelenggarakan Rapat
Ewitluasi Bulanan.

Program
Edukasi
Parlemen.
2. Waktu : 3 jam
13, Qutput:
Hasil Evaluasi dan
Rekomendasi
Pelaksanaan
Program Edukasi
Parlemen Virtual.
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data-data pendukung, laporan tersebut sudah menerapkan nilai komitmen mutu
bahwasanya laporan ini berisi hasil pemikiran yang ilmiah dan diperkuat dengan data.
Pada proses penyusunan laporan ini juga penulis berkonsultasi dengan Kabag Humas
dan Pengelolaan Museum selaki Mentor dan dengan Coach yang dilakukan dengan
bahasa dan sikap yang santun sebagai perwujudan nilai etika publik.

Tahapan :

1. Pengumpulan data, bukti pendukung serta hasil kegiatan.

Pada tahapan ini penulis melakukan pengumpulan data, bukti pendukung
serta hasil kegiatan yang mana sudah penulis lakukan pendokumentasian tersebut
dari awal kegiatan hingga selesainya penyusunan SOP Pelaksanaan Edukasi
Parlemen Virtual, baik dalam bentuk digital yang tersimpan di perangkat Laptop



proses penyusunan laporan kegiatan ini, Selasa 22 Juni 2021 penulis sudah
mendapatkan hasil PCR negatif sehingga dapat pergi ke kantor untuk bertemu
langsung dengan Kabag Humas dan Pengelolaan Museum selaku Mentor dan
berkonsultasi mengenai penyusunan laporan ini. Pada sesi konsultasi tersebut,
Mentor mengingatkan bahwa ada beberapa hal yang jangan sampai terlewat untuk
dikemukakan dalam narasi laporan. Salah satunya seperti tantangan yang diberikan
oleh penguji, serta dukungan dari seluruh atasan, senior dan staf Bagian Humas
dan Pelaksanaan Museum dalam kegiatan aktualisasi ini. Beliau juga memberikan
semangat dan dukungan penuh, serta mengajak penulis dan rekan CPNS lain di
Bagian Humas dan Pengelolaan Museum untuk bersama-sama melakukan latihan
presentasi terlebih dahulu sebelum melakukan Seminar Laporan Aktualisasi

nantinya pada Jumat, 25 Juni 2021.

Gambar 39. Konsultasi penyusunan laporan kegiatan dengan Mentor — 22 Juni 2021

Selain berkonsultasi dengan Mentor, di hari yang sama penulis juga berkonsultasi
dengan Coach yaitu Muhammad Hagiki Noviar, S.P.,, M.M. di Ruang Kerja
Pusdiklat. Coach menanyakan progress penyusunan laporan serta memberi arahan
terkait poin-poin apa saja yang harus tercantum pada penjelasan pelaksanaan
kegiatan. Selain itu Cocah juga meminta untuk mempersiapkan testimoni terkait

pelaksanaan aktualisasi ini.
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Gambar 40. Konsultasi penyusunan laporan kegiatan dengan Coach — 22 Juni 2021

C. Stakeholder

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Standar Operasional Prosedur
Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen Virtual diantaranya adalah Kepala Bagian
Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum selaku atasan sekaligus Mentor penulis
dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi ini, lalu seluruh Kepala Subbagian di Bagian
Humas dan Pengelolaan Museum dan Pranata Humas senior yang turut serta membimbing
dan memberi masukan terkait gagasan dan proses pelaksanaan dari gagasan tersebut, serta
staf PPNASN selaku Analis Permohonan Informasi yang bertugas menjadi Admin dan
pelaksana program Edukasi Parlemen. Pihak eksternal dari Bagian Humas dan Pengelolaan
Museum yang terlibat dalam proses penyusunan SOP Pelaksanaan Program Edukasi
Parlemen Virtual adalah Bagian Organisasi dan Tata Laksana yang membantu, memberi

masukan serta menyusun SOP Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen Virtual.

D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

Kendala yang dihadapi penulis saat melakukan aktualisasi adalah adanya kebijakan
pembatasan karyawan hadir di kantor dalam bekerja terkait pencegahan virus Covid 19 yang
mana hal ini mengurangi kesempatan diskusi bersama secara langsung dan intensif. Namun
hal tersebut dapat ditanggulangi dengan melakukan diskusi bersama melalui platform Zoom

ataupun komunikasi intensif melalui pesan singkat aplikasi Whatsapp. Selain itu, pada saat
54



wakiu aktualisasi Penulis mendapatkan penugasan lain dari atasan di unit kerja, namun
ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dapat ditanggulangi dengan melakukan manajemen
waktu yang baik dalam melaksanakan tugas harian dengan membuat daftar to Do List
sebagaimana penulis lakukan sehari-hari, sehingga semua dapat berjalan sesuai tenggat
waktu yang ditentukan. Kendala lain yang dialami dalam menyusun SOP adalah penulis
menemui kendala terkait komponen yang ada dalam SOP karena penulis belum pernah
membuat SOP sebelumnya. Hal tersebut ditanggulangi dengan secara aktif bertanya dan
berdiskusi dengan Pranata Humas senior yang sebelumnya sudah pernah menyusun
beberapa SOP Humas, serta berkomunikasi secara baik dan intens dengan pihak Bagian
Ortala sehingga penulis dapat leluasa dan tidak sungkan bertanya tentang hal-hal yang
belum dimengerti. Selain kendala-kendala tersebut, di akhir pelaksanaan kegiatan
aktualisasi penulis diharuskan melakukan isolasi mandiri selama hampir satu minggu karena
melakukan kontak erat dengan pegawai yang terinfeksi virus Covid 19. Dengan begitu,
terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat penulis lakukan secara langsung. Namun, hal
tersebut dapat disiasati dengan berkoordinasi dengan Atasan dan staf Bagian Humas dan
Pengelolaan Museum yang hadir fisik di kantor sehingga penyelesaian kegiatan penyusunan
SOP dapat terlaksana dengan lancar.

E. Analisis Dampak

Salah satu dampak pelaksanaan aktualisasi penyusunan SOP Pelaksanaan Program
Edukasi Parlemen Virtual adalah penyelenggaraan operasional program Edukasi Parlemen
Virtual akan menjadi terstruktur dan sistematis karena segala tata laksana sudah tercantum
dalam pedoman. Hal tersebut dapat berdampak pada manajemen waktu pembagian tugas
Narasumber dimana Pranata Humas selaku Narasumber kedepannya tidak lagi diberi
informasi jadwal secara mendadak. Manajemen waktu yang baik merupakan hal penting
dalam menciptakan kualitas kinerja yang maksimal.

Selanjutnya, dampak lain pelaksanaan aktualisasi penyusunan SOP pembagian tugas
dan tanggung jawab para staf dalam pelaksanaan akan semakin optimal dan juga
menghindari kesalahan tata urutan acara karena sudah tercantum di pedoman. Adanya SOP
Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen Virtual juga dapat menjadi sebuah oediman bagi
staf baru yang akan menjalankan program Edukasi Parlemen Virtual apabila kedepannya
terdapat mutasi jabatan.
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BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dari kegiatan aktualisasi penyusunan
Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen Virtual yang telah
dilaksanakan penulis:

1. Dari enam kegiatan aktualisasi yang telah direncanakan, semua kegiatan berhasil
dilaksanakan.

2. SOP Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen Virtual ini diharapkan dapat
mendukung pelaksanaan operasional Program Edukasi Parlemen Virtual sehingga
kegiatan tersebut dapat berjalan lebih baik.

3. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi merupakan internalisasi nilai-nilai dasar
ANEKA yaitu: Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan
Anti Korupsi. Habituasi nilai-nilai ANEKA yang teraktualisasi dalam enam
kegiatan diharapkan menjawab dan menjadi solusi dari isu yang ada yaitu belum
adanya pedoman standar pelaksanaan program Edukasi Parlemen Virtual oleh
Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum Setjen DPR Rl

B. SARAN

Pelaksanaan program Edukasi Parlemen secara virtual kedepannya diharapkan
mengikuti pedoman yang telah dibuat yaitu SOP Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen
Virtual. Dengan mengikuti pedoman yang ada diharapkan program Edukasi Parlemen
Virtual dapat berjalan lebih optimal serta efektif dan efisien sebagaimana mestinya.
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2. Nota Dinas Permohonan Tanda Tangan SOP dari Bagian Organisasi dan Tata

Laksana

SEKRETARIAT JENDERAL

~  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JL JENDERAL GATOT SU mh TO JAKARTA KODE POS 11);
Telp (02134715340 Far (D21) 154273 1 A1 15205 Websde www 0
BIRO ORGANISASI DAN PERENCANAAN
NOTA DINAS

NOMOR | ' Y pOT 03 0oB2021
Yih Kepala Bagion Hubungan Masyaaks don Pengelolaan Muasoun
Dani Hepala Boagian Orgamsas: dan | ala Laksana
Hal Permohonan Tanda Tangan SOP
Tangga! £ Juni 2021

Barsama, o kami gk an ftugund Deal Standar  Operassonal
Prosedur sebagamana terftamp

Apatila idak ada korekm mohon Bantuan Saadara ontuk momisensan
paral dan menenskan Dral Standa Opedanonal Prosedur dmakiud kepada
Kepala Biro Prolokol dan Humas unfuk dapst ditandatangamn

Demikian mtas parhatlian dan bantuan Saudnra. kami ucapkan lanma

kasih

Kopala Bagian
Organisasi dan Tata Laksana,

—

Kokd{Surya DhArma, AK S M S, 4
NIP 19730722 199801 1 001
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3. Surat Undangan Rapat Pembahasan SOP dengan Bagian Ortala

> i SEKRETARIAT JENDERAL

RLATN

~=~ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN JENDERAL GATOT SUBROTOD JAKARTA KODE POS 10270

ey TELP (021) 5715 345 FAX (0276715 823/ 5715 925 WEBSITE wwwdprg
N OTr \SL e JEN PR RUGT 03 03061202 1

Siia Penting

Lampran 6 Berkas

kal Undangan Hapat

Yth.

Kepala Bagian Humas dan Museum

JAKARTA

Dengan im kami sampakan balwa dalam rangka Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (S0P di lingeungan Bagian Hubungan
Masyarahat dan Museum Sekretonal Jenderal DPR Rl (Draf SOP
terlamipe ) kam mengundang Saudara uniuk hadir pada Rapat sacara
Ttk {vitial yang akan dilaksanakan

Har/ Tanggal Jumat, 11 Juni 2021
Wakiu 13:30 - Selesai (Didahului Makan Stang)
Tempat Ruang Rapat Bagian Otala Lantai § atau Hadir

secara virlual (Meeling ID° 950 4543 2426 dan
Passivord: S0P2021)

Agara Pembahasan Standar Operasional Prosedur di
Lingsungan Bagian Humas dan Museum

Mengingal opentingnya acara tersebut. kami mengharapkan
rehadiran Saudara alau menugaskan pejabal/ pegawai yang sesua:
dengan bidang pembahasan dimaksud

Demikian kami sampakan atas perhatian dan Kerjasamanya
xami ucapkan t2nma kasih

Kepala Bagian Organisasi
dan Tata Laksana,
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4. Nota Dinas Permintaan Penyusunan SOP dari Bagian Humas dan Pengelolaan Museum

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JUN JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KTIOE POS 1
TELR (0215715 349 FAX (027 )ST15 423 7 5715 925 WEBSITE www dpr gt it

NOTA DINAS

NOMOR :247/BP .02/06/2021

Yth Kepala Bagian Qrganisasi dan Tata Laksana
Dani Kepala Bagian Humas dan Pengelolaan Museum
Hal Permintaan Penyusunan S0

Tanggal 8 Jumi 2021

Bersama inl kami sampaikan dengan hormat bahwa Bagian Humas
dan Pengelglaan Museum sedong melakukan pamukiahiran dan
penyusunan baru Standar Operasional Prosedur (SOF) untur kagatan
Pelayanan Informas Publik dan Pelayanan Tamu Edukasi tahun 2021

Adapun pemukiahwan dan penyusunan baru SOP yang sedang
disusun adalah sebagar benkut’

1. SOP Pendokumentasian DIK,

2. S0P Pendockumentasian Infarmasi;

3. SOP Penetapan DIP.

4 SOP Uji Konsekuensi.

5 SOP Pelaksanaan Program Edukasi Pariemen Virtual

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Kiranya bantuan Saudara
untuk dapal mendukung pemuktahiran dan penyusunan baru hingga
penetapan SOP sebagaimana dimaksud

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Kepala Bagian Humas
dan Pengelolaan Museum,

NIP. 196506201993022001



5. LKIK SOP Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen Virtual

NO

B

KEGIATAN

Pengadministrasi Umum
menérima Surat
Permohonan Kunjungan
Edukasi Parlemen dari
Pemohon dan
menyampaikan Surat
Permohonan Kunjungan
kepada Pranati Humas
Terampil.

| Pranata Humas Terampil

menganalisis Surat
Permohonan Kunjungan
dan melaporkan kepada
Kepala Subbagian
Promosi. Diseminasi dan
Edukasi Publik [Kasubbag

| PDEP).

Kasubbag PDEP
menjadwalkan sesual
ketersediaan jadwal di
Bagian Hubungan
Masyarakat dan

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN (LKIK 2.0)

SOP PELAKSANAAN PROGRAM EDUKASI PARLEMEN VIRTUAL

MUTU BAKU

1. Kelengkapan :
Surat Permahonan

2. Waktu: 10 menit

3. Ouitput :
Tersampalkannya
dokumen Surat
Fermohonan
Kunjungan

L k-étﬂﬁkajmn |

Surat Permohonan

. Waktu : 15 menit

. Output :
Tersampaikannya
informasi dan
dokumen Surat
Permohonan
Kunjungan

Ll

Fi. Kelengkapan :

Surat
Permohonan;

- Rekap Jadwal
Kegiatan Bagian
Hubungan

KETERANGAN

| Pranata Humas

Terampil selaku
Admin program
Kunjungan
Edukasi
Parlemen

PERATURAN ; mumu.ts“:
TERKAIT |
(2020)

A &

Klik gambar untuk Kiik gambar

Persekjen 14 untuk ANJAB

Tahun 2016 Bagian |

tﬁ'rﬂilng Pedoman HUMAS 2020 |

Penyusan SOP AP

di Lingkungan

Setjen DPR RI é 2 h
Klik gambar
untuk ANJAB
Bagian Arsip |
dan Museum
2020

(2020)

Klik
gambar
untuk ABK
2020
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| Pengelolaan Museum,dan =~ Masyarakat dan |

memerintahkan Pranata Pengelolaan
Humas Terampil untuk Museum.

mengonfirmasikan jadwal ; ;.'akm 5 10 menit
kepada Pemohon, . | aimmu: '
| . Pelaksanaan
| Setelah disepakati tanggal | * Kegengkapan:
pelaksanaan, Kasubbag . Pz:l:nhonan:
PDEP memerintahkan . - Jadwal
Pranata Humas Terampil Pelaksanaan.
untuk membuat konsep 2. Waktu : 15 menit
surat jawahan, 3. Output :
Konsep Surat
IS Jawaban
.| Kasubbag PDEP
mengoreksi konsep surat | 1. Kelengkapan :
jawahan dan - Konsep Surat
| menyampalkan kepada Jawaban;
Kepala Bagian Hubungan ’ lg;::::ohunun
Masaratytden 2. Waktu: 1 jam .
Pengelolaan Museum 3. Output :

untuk ditandatangani, Net Surat Jawaban

I Kepala Bagian Hubungan . Kelengkapan :

Masyarakat dan - Net Surat
Pengelolaan Museum |s"’ """’:’““:
dat i surat S
ﬂ'IETI.T'IIJ: Alangant sura Permuhnnan;
jawaban serta ¢ Py
- mendisposisikan kepada: Disposisi.

g ar
(xpanisaid dmn



1. Kasubbag PDEP
untuk
mengkoordinasikan
jalannya kegiatan.
(et surat jawaban,
lampiran surat
permohonan dan
lembar disposisi.

2. Kepala Subbagian

| Pengelolaan Museum
untuk menunjuk
Pejabat Fungsional
‘ Pamong Budaya
untuk memandu tur
| virtual Museum DPR |
Rl
6. | Kasubbag PDEP
| memerintahkan Pranata
Humas Terampil untuk
ntenyampalikan surat
jawaban kepada Pemohon
bertkut link kegiatan,

B2 i Kasubbag PDEP
menentukan Narasumber,
Moderator, dan Tim
Pendukung Teknis serta |

| menyampaikan disposisi

2. Waktu :15 menit
3. Output :
- Surat Jawaban
Kunjungan;
- Disposisi
Kegiatan.

1. Kelengkapan:
- Surat Jawaban;
- Link
pelaksanaan
Virtual Meeting
Room
2. Waktu: 10 menit
3. Output:
Informasi
Pelaksanaan

1. Kelengkapan :

- Informasi
Pelaksanaan;

- Lembar
Dispuosisi.




| kepada Pejabat

Fungsional Pranata
| Hubungan Masyarakat
yang bertugas

2. Waktu : 30 menit
3. Output :
- Pembagian
Tugas;
- Disposisi,

8.  Kepala Subbagian
Pengelolaan Museum
menyampaikan disposisi

| kepada Pamong Budaya
yang bertugas.

1. Kelengkapan :

- Jadwal
Pelaksanaan;

- Lembar
Disposisi;

- Link
pelaksanaan
Virtual Meeting
Room

2. Waktu : 30 menit
3. Output :
Disposisi

' B. PELAKSANAAN

memerintahkan Tim .
Pendukung Teknis untuk & Waktu: 1 jam
| melaksanakan tugas:

.

Melakukan Mute dan
Unmute pada virtual
meeting rogm
Melakukan Admit
peserta yang masuk
ke virtual meeting
reom

Melakukan Spotlight
pembicara di virtual

“l_j{e!en_gkapan H

Matrik Penugasan

3. Output :
Dokumen
Pembagian Tugas

Sesual SOP
Layanan
Kunjungan
Museum

Informasi
pendukung
kegiatan yaitu:
1. Link presensi
2. Instruksi
pengajuan
pertanyaan
3. Link Tur
Virtual
Museum DPR
R
4. Link survey
Evaluasi
Program




X' meeting reom pada
saat pelaksanaan
‘ acara
d. Melakukan sesi
dokumentasi dan
membagikan
informasi pendukung
| kegiatan pada kolom
| pesan di virtual
meeting room
‘ e. Membuat Laporan
| Singkat kegiatan
Seluruh tim memeriksa
persiapan kegiatan.

| 3 | Moderator membuka
© | acara Edukasi Parlemen

| 1. Kelengkapan :
- Tim Pendukung
Teknis;
- Pihak-pihak
yang terlibat
2. Waktu : 30 menit
| 3. Output :
| Brigfing Persiapan
| Kegiatan

L Kelengkapan :
- Seript
Moderator;

Edukasi
Parlemen

- PlCdan

Pemberi
Sambutan dari
pihak Instansi
di Admit pada
virtual zoom
meeting 15
sebelum
acara;

- Seluruh

pesertadi
Admit pada
virtual zoom
meeting tepat
pada waktu
acara dimulai
(09.00 WIB)




Virtual dan memandu - Materi
| jalannya acara dengan Narasumber;
susunan acara sebagai - Link Tur Virtual
berikut: :llt.lseum DPR
a. Pembukaan oleh - Link survey
Moderator Evaluasi
b. Sambutan pihak Program
Instansi Edukasi
| ¢ Sambutan Bagian Parlemen.
Hubungan 1 Waktu : 3 jam
Masyarakat dan = ?u:f‘m: ;
Pengelolaan Museum | Sinpgifl /
d. Penyampaian Materi Notulensi:
nleh Narasumber - Hasil survey
e. Sesi Tanya Jawab Evaluasi
[, Tur Virtual Museum F:"‘“Erﬂ“"
DPR RI oleh Pamong Edukasi
Budaya [ F_'ill'lEnlen,
I o | - Sereenshot
g Mengisi Survey dokumentasi.

Evaluasi Program
Edukasi Parlemen
‘ | h. Foto bersama
. Penutupan oleh
Moderator

' C. | PASCA KEGIATAN
Kepala Bagian Hubungan 1. Ke
Masyarakat dan )
Pengelolaan Museum
memerintahkan Kasubbag

lengkapan :

Laporan
Singkat;
Hasil survey
Evaluasi

— S N,
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| PDEP, Kasubbag
Pengelolaan Museum,
Pranata Hubungan
Masyarakat, Pamong
Budaya dan Tim
Pendukung Teknis untuk
menyelenggarakan Rapat
Evaluasi Bulanan,

- Program

Edukasi
Parlemen.
2. Waktu : 3 jam
| 3. Output :
Hasil Evaluasi dan
Rekomendasi
Pelaksanaan
Program Edukasi

Parlemen Virtual. |
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Formulir 10

PENJELASAN KEMAMPUAN PESERTA
DALAM MELAKSANAKAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS

Nama Peserta : Ratna Tarisa Ekaningtyas, S.I.Kom.
Jabatan : Pranata Humas Pertama
Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI

Tempat Aktualisasi . Bagian Hubungan Masyarakat

Saya menilai peserta Pelatihan Dasar Calon PNS tersebut:

Sangat Mampu ~Mampu { Kurang Mampu-/ Tidak-Mampu

Melaksanakan aktualisasi substansi mata Pelatihan Dasar Calon PNS dalam
menyelesaikan isu yang telah ditetapkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Ratna Tarisa Ekaningtyas telah sangat mampu memahami dan
melaksanakan melaksanakan tugas aktualisasi latsar CPNS di Bagian
Humas dan Pengelolaan Museum dengan menerapkan konsep ANEKA

2. Kedisiplinannya sangal tinggi dalam pelaksanaan tugas aktualisasi dan
pelaksanaan tugas kedinasan lainnya

3. Kerjasamanya dengan personil lainnya sangat baik sekali, tidak saja dalam
penyelesaian tugas aktualisasi, tetapi juga sudah mampu bekerjasama
dalam penyelesaian tugas-tugas kedinasan lainnya

4. Mempunyai inisiatif dan prakarsa yang sangat bagus dalam penyusunan
tugas aktualisasi dan mempunyai komitmen yang tinggi dalam mewujudkan
rencana aktualisasi yang disusun sebelumnya. Kami menilai bahwa
aktualisasi yg dilaksanakan melebihi target dari yang direncanakan
sebelumnya, berkat kerjakeras dan ketekunannya

5. Dampak dari aktualisasi yang dilaksanakan telah memberikan dampak yang
positif dan luar biasa besar bagi Bagian Humas dan Pengelolaan Museum,
karena telah mampu memotivasi dan mendorong personil lainnya dalam
penyelesaian 5 SOP lainnya yang sebelumnya tertunda.

Jakarta, 25 Juni 2021

Mentor,

Minarfni, S.H.
NIP.1968506201993022001



Lampiran Surat Nomor: PL209SETIEN DPR RIPL.0O1/0D6/2021

PENILAIAN SIKAP PERILAKU
INSTANSI ASAL PESERTA

Kegiatan : Pelatihan Dasar CPNS Golongan (11
Penilai : Instansi Pemerintah asal pesena
. Totl Nilsi |
: . kedisiplinan Kepemimpinan Kerja sama Prakarsa ;
N ~ — Nama Peserts | p cpemimp 1
i ama Peserta ‘ 30% 159 30% 259, -In::anﬂ 4":5511
| | csena
T : 2 E—— !l i : 3 ; |
. ' ' I |
90 80 G0 20
2 | Ratna Tarisa Ekaningtyas, S.1. Kom . 883
| 0% x90=27 15% x 80 =12 I0% x 90 =27 25% x990 =225

* Total nilai dan instansi asal peserta dihitung dari jumlah nilai dikali bobot pada kolom 2 s.d 7

Kualitikasi Peniluian sebagai berikut:
1) sangat memuaskan (skor 90,01 - 100):
2) memuaskan (skor 80.01 — 90.00)
3) baik (skor 70:01 — 80,00
41 kurang baik (skor 60.01 - 70.00). dan

3) tidak memenuhi kualifikasi (skor <60),

Jakarta. 21 Juni 2021

Penilai

Min S H.
NIP. 196506201993022001



Formulir 9

PENJELASAN KEMAMPUAN PESERTA
DALAM MEMBUAT RANCANGAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS

Nama Peserta : Ratna Tarisa Ekaningtyas, S.1.Kom.
Jabatan : Pranata Humas Pertama
Instansi : Sekretariat Jenderal DPR Rl

Tempat Aktualisasi : Bagian Hubungan Masyarakat
Saya menilai peserta Pelatihan Dasar Calon PNS tersebut:
Sangat Mampu/ Mampu / Kurang Mampu / Tidak Mampu

Membuat rancangan aktualisasi subtansi mata Pelatihan Dasar Calon PNS dalam
menyelesaikan isu yang telah ditetapkan, dengan penjelasan sebagai berikut:
le...54...99..4ipilih...adl marupakan... kabul uhan.. prierites.
o0l 29: Yemas , krn.:. SOP ua. diusulkan..adl SoP..
....i:.qr.m.jt....gtzgfgt.q.ﬂ....gg.utnm.._t.ar.r)g.t.mm...di.mm...,..
~pandemi._;..ug..blm. ada.-mﬂéqqn.._pq.l@ksgm.cfﬂ..!c.e.f..
..glatennya..... S .
P T S (1 Rq’cﬂﬂ T-:ttm Ehrnmqtqns mampu ﬂ’ﬂi;rm
e DORA0. PN yusunan.. SoP.. bk, krn. pajabat. dao. parsonil
.. Boa: Hamas | mendak uog. keiatan.. ksb.,.. dan..gq. bargan -
kb0 Suga. Aodr kan. h@wmpa[zn Ut tarlibat ak !—,1%

Bl kegladan " fhekcac Yac\eman Vi bual ” sehingea. divarap-
kan mamahami Semua tahap- tahap kegiatan -
Jakarta, 3 Mei 2021

Mentor,

ﬂéf

_i____.é_H_

NIP.196506201993022001



KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama : Ratna Tarisa Ekaningtyas, S..Kom,

NIP : 199203022020122001

UnitKerja : Bagian Hubungan Masyarakan dan Pengelolaan Museum
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat

Isu Gagasan : Penyusunan Standar Operasional Prosedur atau SOP pelaksanaan
program Edukasi Parlemen Virtual

Kegiatan 1 : Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait rancangan aktualisasi
yang akan dibuat.

Catatan Mentor Paraf

Penyelesaian Kegiatan
Mentor

« Tahapan kegiatan;

a.Berkonsultasi dengan Kepala
Bagian Hubungan Masyarakat
dan Pengelolaan Museum
selaku Mentor terkait rancangan
aktualisasi

b.Berdiskusi dengan Pranata ,
Humas senior terkait rancangan
aktualisasi dan proses
penyusunan SOP

« Qutput kegiatanterhadap

pemecahan isu;

a.Konsep gagasan penyusunan
Standar Operasional Prosedur
pelaksanaan program Edukasi
Parlemen Virtual

b.Informasi terkait yang harus
dipersiapkan dalam penyusunan
SOP

c. Bukti fisik foto kegiatan diskusi
dan konsultasi

« Keterkaitan Substansi Mata pelatihan;
Koordinasi dengan unit kerja
merupakan bentuk dari penerapan
nilai whole of government,




dengan adanya koordinasi kensep
gagasan dapat didiskusikan secara
bersama-sama untuk menjaga
komitmen mutu dari kinerja ASN.
Selain itu dengan adanya
koordinasi, pihak lain akan
mengetahui setiap tindakan yang
akan kita lakukan sehingga akan
menjaga akuntabilitas dari setiap
aktivitas yang akan dikerjakan.
Berdiskusi dan berkonsultasi juga
dilakukan dengan bahasan dan
sikap yang santun dimana itu
merupakan wujud dari penerapan
etika publik dan juga pengamalan
sila ke 4 dalam Pancasila yang
merupakan penerapan dari nilai
nasionalisme.

Kontribusi Terhadap Visi- Misi
Organisasi ;

Melakukan koordinasi merupakan
bentuk kontribusi terhadap misi
Sekretariat Jenderal DPR RI untuk
meningkatkan tata kelola
administrasi yang professional,
andal dan akuntabel.

Penguatan Nilai Organisasi;
penerapan nilai akuntabel serta
meningkatkan nilai profesionalitas
dalam menjalankan tugas dan
fungsi pelayanan publik.
Dibentuknya SOP juga akan
meningkatkan integritas staf
Humas dalam menjalankan
program Edukasi Parlemen.




Kegiatan 2 : Telusur alur pelaksanaan program Edukasi Parlemen Virtual yang selama ini
dilakukan Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum Setjen DPR
RI

Catatan Mentor Paraf

Penyelesaian Kegiatan
Mentor

« Tahapan kegiatan;
a.Berdiskusi dengan PPNASN selaku
Admin kunjungan Edukasi Parlemen
terkait alur pelaksanaan.
b.Berdiskusi dengan Pranata Humas
senior terkait kekurangan dari alur
yang sudah ada.
« Output kegiatanterhadap
pemecahan isu;

a. Informasi pelaksanaan program
Edukasi Parlemen Virtual yang
selama ini dilakukan,

b. Informasi terkait kekurangan dan
kendala dari alur yang sudah ada.

c. Bukti fisik foto kegiatan diskusi.

o Keterkaitan Substansi Mata pelatihan;
Telusur alur adalah upaya yang
dilakukan untuk mendapatkan data-
data terkait program Edukasi
Parlemen Virtual yang selama ini
dilakukan sehingga informasi yang
didapatkan bisa menjadi valid sebagai
bentuk akuntabilitas. Data yang
digunakan menjadi input akan diolah
sehingga dapat menjaga komitmen
mutu. Dalam telusur alur dilakukan
beberapa koordinasi dan diskusi
dengan pihak terkait sebagai bentuk
whole of government dan
nasionalisme

e Kontribusi Terhadap Visi- Misi
Organisasi ;

Telusur alur merupakan bentuk
kegiatan dalam berperan serta pada
pewujudan misi dari memperkuat
peran keahlian yang professional,
andal dan transparan.

« Penguatan Nilai Organisasi;




Kegiatan penelusuran alur
pelaksanaan program Edukasi
Parlemen Virtual merupakan langkah
perwujudan nilai akuntabel,
profesional, dan integritas karena
merupakan upaya awal melakukan
perbaikan dalam pelaksanaan tugas
dalam fungsi penerangan di Hubungan
Masyarakat.

Kegiatan 3 : Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur pelaksanaan program
Edukasi Parlemen Virtual

Catatan Mentor Paraf

Penyelesaian Kegiatan
Mentor

« Tahapan kegiatan;
a.Merumuskan tahapan proses yang
dibutuhkan namun belum dilakukan.
b. Membuat LKIK (Lembar Kerja
Identifikasi Kegiatan) terkait alur
pelaksanaan program Edukasi
Parlemen Virtual
¢. Melaporkan dan mengkonsultasikan
LKIK kepada Kabag selaku Mentor
dan kepada Pranata Humas senior.
d. Melakukan evaluasi LKIK
berdasarkan hasil diskusi dan
konsultasi.
« QOutput kegiatanterhadap
pemecahan isu;
a. Daftar tahapan proses yang
dibutuhkan namun belum dilakukan.
b, Draft LKIK
c. Draft rancangan SOP pelaksanaan
program Edukasi Parlemen Virtual
d. Bukti fisik foto kegiatan diskusi dan
konsultasi
o Keterkaitan Substansi Mata pelatihan;
Pada saat penyusunan konsep SOP
akan dibuat Lembar Kerja |dentifikasi
Kegiatan sehingga setiap kegiatan
yang dilakukan dapat dievaluasi untuk
menerapakan nilai akuntabilitas. LKIK
juga dapat menjadi variabel bagi ASN




untuk menjaga komitmen mutu dalam
pelaksanaan tugasnya. Dalam
menyampaikan draft dan berkonsultasi
kepada Mentor dan Pranata Humas
senior dilakukan dengan bahasa dan
sikap yang santun sebagai perwujudan
nilai etika publik.

« Kontribusi Terhadap Visi- Misi
Organisasi ;
Penyusunan konsep merupakan salah
satu Langkah awal dari rangkaian
kegiatan ini demi mewujudkan
Sekretariat Jenderal DPR yang
professional, dan andal.

» Penguatan Nilai Organisasi;
Kegiatan penyusunan konsep Standar
Operasional Prosedur merupakan
wujud dari nilai akuntabilitas dan nilai
profesionalitas. Karena dengan
adanya penyusunan konsep, maka
proses kegiatan bisa di terencana dan
terstruktur secara baik.

Kegiatan 4 : Melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan program
Edukasi Parlemen Virtual

Catatan Mentor Paraf
Mentor

Penyelesaian Kegiatan

« Tahapan kegiatan,;

a.Berdiskusi dan memberikan LKIK
yang sudah disusun ke Bagian
Ortala

b. Melakukan revisi atas LKIK
berdasarkan hasil diskusi dan
evaluasi oleh Bagian Ortala.

c. Penyusunan SOP berdasarkan
LKIK yang sudah dibuat.

d. Melaporkan dan berkonsultasi
kepada Kabag selaku Mentor terkait
rancangan SOP yang sudah
disusun,

e. Mendiskusikan rancangan SOP
yang sudah disusun kepada seluruh
stakeholders di Bagian Hubungan




Masyarakat dan Pengelolaan
Museum.
« Qutput kegiatanterhadap
pemecahan isu;
a.Undangan Rapat Internal bagian
Hubungan Masyarakat dan
Pengelolaan Museum
b.Laporan Singkat Rapat Internal
c. Bukti fisik foto kegiatan diskusi dan
konsultasi
d. Hasil revisi rancangan SOP
pelaksanaan program Edukasi
Parlemen Virtual
o Keterkaitan Substansi Mata pelatihan;
Dalam setiap tahap dilakukan
koordinasi untuk menerapkan whole
of government yang baik demi
menjaga komitmen mutu dari
pekerjaan yang dilakukan. Evaluasi
merupakan salah satu bentuk
penerapan nilai akuntabilitas karena
dengan begitu output dari pekerjaan
dapat dinilai sehingga dapat
mengetahui kelebihan dan kekurangan
dari output yang sudah dihasilkan
sebagai perbaikan ke depan.
» Kontribusi Terhadap Visi- Misi
Organisasi ;
Evaluasi merupakan kegiatan untuk
memperkuat peran keahlian yan
gprofesonal, andal, transparan, dan
akuntabel sesuai dari misi Sekretariat
Jenderal DPR RI.
» Penguatan Nilai Organisasi;
Evaluasi merupakan salah satu
aktivitas untuk menerapakan nilai
akuntabilitas. Kegiatan ini pun
menandakan bahwa proses dalam
bekerja menunjukan nilai
profesionalisme dan menjaga
integritas dari hasil suatu pekerjaan.




Kegiatan 5 : Melaporkan hasil rancangan akhir Standar Operasional Prosedur pelaksanaan
program Edukasi Parlemen Virtual

Catatan Mentor Paraf

Penyelesaian Kegiatan
Mentor

¢ Tahapan kegiatan,

a. Mendiskusikan rancangan akhir
SOP dengan Pranata Humas
senior.

b. Melaporkan hasil rancangan akhir
SOP ke Kabag selaku Mentor.

¢. Mendapatkan persetujuan Kabag
selaku Mentor terkait SOP
pelaksanaan program Edukasi
Parlemen Virtual yang sudah
disusun

« Output kegiatanterhadap
pemecahan isu;
a.Rancangan akhir SOP pelaksanaan

program Edukasi Parlemen Virtual.

b. Bukti fisik foto kegiatan diskusi dan
konsultasi

« Keterkaitan Substansi Mata pelatihan;
Mendiskusikan terkait rancangan akhir
merupakan bentuk kegiatan untuk
menjaga koemitmen mutu dari suatu
pekerjaan. Koordinasi pun dilakukan
untuk menerapakan whole of
government dan nilai transparansi
sebagai nilai yang terkandung pada
akuntabilitas.

« Kontribusi Terhadap Visi- Misi
Organisasi ;

Pelaporan hasil rancangan akhir dari

kegiatan yang sudah dilakukan

merupakan kontribusi yang erat
kaitannya terhadap peningkatan tata
kelola administrasi yang transparan
dan akuntabel.

« Penguatan Nilai Organisasi;
Melaporkan hasil pekerjaan
merupakan bentuk penerapan nilai
profesionalisme dan akuntabel. Hal
ini mengandung nilai tersebut karena




hasil dari kegiatan dapat dinilai
sebagai bentuk tanggung jawab dari
melakukan pekerjaan,

Kegiatan 6 : Penyusunan Laporan Akhir kegiatan Aktualisasi

Catatan Mentor Paraf

Penyelesaian Kegiatan
Mentor

» Tahapan kegiatan;

a. Pengumpulan data, bukti
pendukung serta hasil kegiatan

b. Menyusun laporan kegiatan

« Output kegiatanterhadap pemecaha
isu;
Laporan Aktualisasi

« Keterkaitan Substansi Mata pelatihan;
Penyusunan laporan akhir dilakukan
dengan mengumpulkan dan menyusun
bukti data pendukung serta hasil dari
rangkaian kegiatan yang dapat
dipertanggung jawabkan sebagai
bentuk nilai akuntabilitas.Ketika
laporan menjadi lengkap dengan data-
data pendukung, laporan tersebut
sudah menerapkan nilai komitmen
mutu bahwasanya laporan tersebut
berisi hasil pemikiran yang ilmiah dan
diperkuat dengan dala.

« Kontribusi Terhadap Visi- Misi
Organisasi ;
Penyusunan laporan akhir merupakan
kegiatan diakhir sebagai Langkah
nyata dalam meningkatkan tata kelola
serta memperkuat peran keahlian
yang professional, transparan, dan
akuntabel.

« Penguatan Nilai Organisasi;
Laporan akhir merupakan output yang
didalamnya terkandung nilai
akuntabilitas dan profesionalisme

yang dimana |laporan tersebut dapat
dipertanggung jawabkan.




Penyelesaian laporan akhir
merupakan bentuk komitmen dari
dalam ASN untuk menjaga integritas
dengan berkomitmen menyelesaikan
apa yang sudah diusulkan dengan
maksimal.




KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama : Ratna Tarisa Ekaningtyas, S.|.Kom.

NIP : 199203022020122001

UnitKerja : Bagian Hubungan Masyarakan dan Pengelolaan Museum
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat

Isu Gagasan :Penyusunan Standar Operasional Prosedur atau SOP pelaksanaan
program Edukasi Parlemen Virtual

Kegiatan 1 : Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait rancangan aktualisasi

yang akan dibuat.

r;.t;f.."r

Penyelesaian Kegiatan

Catatan Coach

Waktu dan
Media
Coaching

e Tahapan kegiatan;

a.Berkonsultasi dengan Kepala
Bagian Hubungan Masyarakat
dan Pengelolaan Museum
selaku Mentor terkait rancangan
aktualisasi

b.Berdiskusi dengan Pranata
Humas senior terkait rancangan
aktualisasi dan proses
penyusunan SOP

« Output kegiatanterhadap

pemecahan isu;

a.Konsep gagasan penyusunan
Standar Operasional Prosedur
pelaksanaan program Edukasi
Parlemen Virtual

b.Informasi terkait yang harus
dipersiapkan dalam penyusunan
SOP

c. Bukti fisik foto kegiatan diskusi
dan konsultasi

» Keterkaitan Substansi Mata pelatihan;
Koordinasi dengan unit kerja
merupakan bentuk dari penerapan




nilai whole of government,
dengan adanya koordinasi konsep
gagasan dapat didiskusikan secara
bersama-sama untuk menjaga
komitmen mutu dari kinerja ASN.
Selain itu dengan adanya
koordinasi, pihak lain akan
mengetahui setiap tindakan yang
akan kita lakukan sehingga akan
menjaga akuntabilitas dari setiap
aktivitas yang akan dikerjakan.
Berdiskusi dan berkonsultasi juga
dilakukan dengan bahasan dan
sikap yang santun dimana itu
merupakan wujud dari penerapan
etika publik dan juga pengamalan
sila ke 4 dalam Pancasila yang
merupakan penerapan dari nilai
nasionalisme.

Kontribusi Terhadap Visi- Misi
Organisasi ;

Melakukan koordinasi merupakan
bentuk kontribusi terhadap misi
Sekretariat Jenderal DPR Rl untuk
meningkatkan tata kelola
administrasi yang professional,
andal dan akuntabel.

Penguatan Nilai Organisasi,
penerapan nilai akuntabel serta
meningkatkan nilai profesionalitas
dalam menjalankan tugas dan
fungsi pelayanan publik.
Dibentuknya SOP juga akan
meningkatkan integritas staf
Humas dalam menjalankan
program Edukasi Parlemen.




Kegiatan 2 : Telusur alur pelaksanaan program Edukasi Parlemen Virtual yang selama ini
dilakukan Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum Setjen DPR

RI
Waktu dan
Penyelesaian Kegiatan Catatan Coach Media
Coaching

e Tahapan kegiatan;

a. Berdiskusi dengan PPNASN selaku
Admin kunjungan Edukasi Parlemen
terkait alur pelaksanaan.

b. Berdiskusi dengan Pranata Humas
senior terkait kekurangan dari alur
yang sudah ada.

o Output kegiatanterhadap
pemecahan isu;

a. Informasi pelaksanaan program
Edukasi Parlemen Virtual yang
selama ini dilakukan.

b. Informasi terkait kekurangan dan
kendala dari alur yang sudah ada.

c. Bukti fisik foto kegiatan diskusi.

o Keterkaitan Substansi Mata pelatihan;
Telusur alur adalah upaya yang
dilakukan untuk mendapatkan data-
data terkait program Edukasi
Parlemen Virtual yang selama ini
dilakukan sehingga informasi yang
didapatkan bisa menjadi valid sebagai
bentuk akuntabilitas. Data yang
digunakan menjadi input akan diolah
sehingga dapat menjaga komitmen
mutu. Dalam telusur alur dilakukan
beberapa koordinasi dan diskusi
dengan pihak terkait sebagai bentuk
whole of government dan
nasionalisme

« Kontribusi Terhadap Visi- Misi
Organisasi ;

Telusur alur merupakan bentuk
kegiatan dalam berperan serta pada
pewujudan misi dari memperkuat
peran keahlian yang professional,
andal dan transparan.




« Penguatan Nilai Organisasi;
Kegiatan penelusuran alur
pelaksanaan program Edukasi
Parlemen Virtual merupakan langkah
perwujudan nilai akuntabel,
profesional, dan integritas karena
merupakan upaya awal melakukan
perbaikan dalam pelaksanaan tugas
dalam fungsi penerangan di Hubungan
Masyarakat.

Kegiatan 3 : Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur pelaksanaan program

Edukasi Parlemen Virtual

Penyelesaian Kegiatan

Catatan Coach

Waktu dan
Media
Coaching

» Tahapan kegiatan;
a.Merumuskan tahapan proses yang
dibutuhkan namun belum dilakukan.
b. Membuat LKIK (Lembar Kerja
Identifikasi Kegiatan) terkait alur
pelaksanaan program Edukasi
Parlemen Virtual
¢. Melaporkan dan mengkonsultasikan
LKIK kepada Kabag selaku Mentor
dan kepada Pranata Humas senior.
d. Melakukan evaluasi LKIK
berdasarkan hasil diskusi dan
konsultasi.
« Qutput kegiatanterhadap

pemecahan isu;

a. Daftar tahapan proses yang
dibutuhkan namun belum dilakukan,
b. Draft LKIK
c. Draft rancangan SOP pelaksanaan
program Edukasi Parlemen Virtual
d. Bukti fisik foto kegiatan diskusi dan
konsultasi
» Keterkaitan Substansi Mata pelatihan;
Pada saat penyusunan konsep SOP
akan dibuat Lembar Kerja Identifikasi
Kegiatan sehingga setiap kegiatan
yang dilakukan dapat dievaluasi untuk

W




menerapakan nilai akuntabilitas. LKIK
juga dapat menjadi variabel bagi ASN
untuk menjaga komitmen mutu dalam
pelaksanaan tugasnya. Dalam
menyampaikan draft dan berkonsultasi
kepada Mentor dan Pranata Humas
senior dilakukan dengan bahasa dan
sikap yang santun sebagai perwujudan
nilai etika publik.

« Kontribusi Terhadap Visi- Misi
Organisasi ;
Penyusunan konsep merupakan salah
satu Langkah awal dari rangkaian
kegiatan ini demi mewujudkan
Sekretariat Jenderal DPR yang
professional, dan andal.

¢ Penguatan Nilai Organisasi;
Kegiatan penyusunan konsep Standar
Operasional Prosedur merupakan
wujud dari nilai akuntabilitas dan nilai
profesionalitas. Karena dengan
adanya penyusunan konsep, maka
proses kegiatan bisa di terencana dan
terstruktur secara baik.

Kegiatan 4 : Melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan program
Edukasi Parlemen Virtual

Waktu dan

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coach Media
Coaching

« Tahapan kegiatan;

a. Berdiskusi dan memberikan LKIK
yang sudah disusun ke Bagian Ortala

b. Melakukan revisi atas LKIK
berdasarkan hasil diskusi dan
evaluasi oleh Bagian Ortala.

¢. Penyusunan SOP berdasarkan LKIK
yang sudah dibuat.

d. Melaporkan dan berkonsultasi
kepada Kabag selaku Mentor terkait
rancangan SOP yang sudah disusun.




e. Mendiskusikan rancangan SOP yang
sudah disusun kepada seluruh
stakeholders di Bagian Hubungan
Masyarakat dan Pengelolaan
Museum.

o QOutput kegiatanterhadap pemecahan
isu;

a. Undangan Rapat Internal bagian
Hubungan Masyarakat dan
Pengelolaan Museum

b. Laporan Singkat Rapat Internal

¢. Bukti fisik foto kegiatan diskusi dan
konsultasi

d. Hasil revisi rancangan SOP
pelaksanaan program Edukasi
Parlemen Virtual

« Keterkaitan Substansi Mata pelatihan;
Dalam setiap tahap dilakukan koordinasi
untuk menerapkan whole of
government yang baik demi menjaga
komitmen mutu dari pekerjaan yang
dilakukan. Evaluasi merupakan salah
satu bentuk penerapan nilai
akuntabilitas karena dengan begitu
output dar pekerjaan dapat dinilai
sehingga dapat mengetahui kelebihan
dan kekurangan dari output yang sudah
dihasilkan sebagai perbaikan ke depan.
» Kontribusi Terhadap Visi- Misi

Organisasi ;

Evaluasi merupakan kegiatan untuk

memperkuat peran keahlian yan

gprofesonal, andal, transparan, dan
akuntabel sesuai dari misi Sekretariat

Jenderal DFR RI.

» Penguatan Nilai Organisasi;

Evaluasi merupakan salah satu aktivitas

untuk menerapakan nilai akuntabilitas.

Kegiatan ini pun menandakan bahwa

proses dalam bekerja menunjukan nilai

profesionalisme dan menjaga
integritas dari hasil suatu pekerjaan.




Kegiatan 5 : Melaporkan hasil rancangan akhir Standar Operasional Prosedur pelaksanaan
program Edukasi Parlemen Virtual

Waktu dan

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coach Media
Coaching

« Tahapan kegiatan;
a.Mendiskusikan rancangan akhir
SOP dengan Pranata Humas
senior,
b. Melaporkan hasil rancangan akhir
SOP ke Kabag selaku Mentor.
¢. Mendapatkan persetujuan Kabag
selaku Mentor terkait SOP
pelaksanaan program Edukasi
Parlemen Virtual yang sudah
disusun
« QOutput kegiatanterhadap
pemecahan isu;

a.Rancangan akhir SOP pelaksanaan
program Edukasi Parlemen Virtual.

b. Bukti fisik foto kegiatan diskusi dan
konsultasi

« Keterkaitan Substansi Mala pelatihan;
Mendiskusikan terkait rancangan akhir
merupakan bentuk kegiatan untuk
menjaga komitmen mutu dari suatu
pekerjaan. Koordinasi pun dilakukan
untuk menerapakan whole of
government dan nilai transparansi
sebagai nilai yang terkandung pada
akuntabilitas.

« Kontribusi Terhadap Visi- Misi
Organisasi .

Pelaporan hasil rancangan akhir dari
kegiatan yang sudah dilakukan
merupakan kontribusi yang erat
kaitannya terhadap peningkatan tata
kelola administrasi yang transparan
dan akuntabel.

« Penguatan Nilai Organisasi;
Melaporkan hasil pekerjaan
merupakan bentuk penerapan nilai
profesionalisme dan akuntabel. Hal




ini mengandung nilai tersebut karena
hasil dari kegiatan dapat dinilai
sebagai bentuk tanggung jawab dari
meilakukan pekerjaan.

Kegiatan 6 : Penyusunan Laporan Akhir kegiatan Aktualisasi

Waktu dan

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coach Media
Coaching

« Tahapan kegiatan;

a. Pengumpulan data, bukti
pendukung serta hasil kegiatan
b. Menyusun laporan kegiatan

« Output kegiatanterhadap pemecaha
isu;
Laparan Aktualisasi

« Keterkaitan Substansi Mata pelatihan;
Penyusunan laporan akhir dilakukan
dengan mengumpulkan dan menyusun
bukti data pendukung serta hasil dari
rangkaian kegiatan yang dapat
dipertanggung jawabkan sebagai
bentuk nilai akuntabilitas.Ketika
laporan menjadi lengkap dengan data-
data pendukung, laporan tersebut
sudah menerapkan nilai komitmen
mutu bahwasanya laporan tersebut
berisi hasil pemikiran yang ilmiah dan
diperkuat dengan datla.

» Kontribusi Terhadap Visi- Misi
Organisasi ;
Penyusunan laporan akhir merupakan
kegiatan diakhir sebagai Langkah
nyata dalam meningkatkan tata kelola
serta memperkuat peran keahlian
yang professional, transparan, dan
akuntabel.

« Penguatan Nilai Organisasi;
Laporan akhir merupakan output yang
didalamnya terkandung nilai
akuntabilitas dan profesionalisme




yang dimana laporan tersebut dapat
dipertanggung jawabkan.
Penyelesaian laporan akhir

merupakan bentuk komitmen dari
dalam ASN untuk menjaga integritas
dengan berkomitmen menyelesaikan
apa yang sudah diusulkan dengan
maksimal.




